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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Bagian pendahuluan ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan 

kegunaan, serta metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah 

akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan 

Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa. 

 

A. Latar Belakang 

Desa hakekatnya adalah merupakan entitas bangsa yang telah membentuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pengembangan paradigma dan 

konsep baru tentang pembangunan desa, tata kelola desa secara nasional 

dikembangkan berlandaskan prinsip keberagaman serta mengedepankan asas 

rekognisi dan subsidiaritas, tidak lagi menempatkan desa sebagai “latar belakang 

Indonesia”, melainkan sebagai “halaman depan Indonesia” (Hamidi, et.al., 2015). 

Hal ini bisa ditelusuri dari keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa, yang memberikan kedaulatan dan kewenangan kepada desa untuk 

mengatur dirinya baik melalui kewenangan asal usul, kewenangan skala lokal 

desa, dan penugasan. Desa kemudian menjadi unit pemerintahan terkecil yang 

merupakan ujung tombak pembangunan Indonesia. “Desa Membangun dan 

Membangun Desa” menjadi slogan dan cita-cita mulia untuk membangun 

Indonesia dari desa. Pengakuan dan penguatan negara kepada desa yang 

disertai dengan redistribusi sumberdaya dan kewenangan pembangunan secara 

penuh sebagaimana amanat Undang-Undang Desa tersebut, memberikan bukti 

yang jelas bahwa desa tidak lagi menjadi latar belakang Indonesia tetapi harus 

menjadi tumpuan untuk membangun Indonesia (Hamidi, et.al., 2015).  

Upaya penguatan status desa dari tadinya sebatas pelaksana tugas 

pembantuan, bertambah menjadi institusi mandiri yang memiliki kewenangan 

dalam mengelola pemerintahan di level terbawah. Hal ini memberikan implikasi 

dimana desa mendapatkan hak atas anggaran negara sebagai instrumen 

mengelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Selain itu 
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salah satu catatan penting lainnya dalam Undang-Undang Desa tersebut adalah 

bahwa desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya berbagai sumberdaya 

yang ada di desa dan berkaitan dengan hajat hidup masyarakat desa diserahkan 

hak pengelolaannya secara mandiri kepada pemerintah desa.  

Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan 

desa tersebut memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri. 

Kewenangan desa sebagaimana dimaksud di dalamnya menyangkut kewenang-

an penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang 

didasarkan pada prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa akan 

memperkuat pondasi otonomi desa. Terkait kewenangan dalam pemberdayaan 

masyarakat desa akan menjadi tumpuan utama bagi terjadinya proses pening-

katan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan peningkatan 

keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai peningkatan kapasitas 

dan kapabilitas masyarakat desa itu sendiri sebagai basis utama dalam proses 

kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi 

dan ekologi (Hamidi, et.al., 2015). 

Dalam pengertian demikian, bukan berarti pemerintah akan melepaskan 

arah pengembangan desa. Karena dengan Visi Desa Membangun Indonesia 

yaitu mewujudkan desa yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, 

bermartabat secara budaya, dan mandiri secara ekonomi, memberikan arah 

yang jelas kepada pemerintah untuk hadir dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, 

integrasi dan akselerasi menuju terciptanya Desa Mandiri. Implementasinya, 

kebijakan yang ada kemudian tidak lagi bersifat mengendalikan dan mendikte, 

melainkan didesain untuk memicu kreativitas asli Desa secara emansipatoris 

serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum mampu diselenggarakan 

sendiri oleh Desa. Di sinilah urgensi strategi pemberdayaan masyarakat dalam 

meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha, terpenuhinya sarana 

dan fasilitas yang mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan 

memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta 

mengoptimalkan sumber daya manusia sebagai dasar pertumbuhan ekonomi 

desa. 
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Sejalan dengan spirit tersebut serta upaya meningkatkan kesejahteraan 

warga desa, maka pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang desa beserta peraturan pelaksananya, desa dituntut untuk bekerja lebih 

keras, kreatif, dan inovatif dalam membangun kemandiriannya. Budaya kerja 

keras, kreatif, dan inovatif tersebut penting untuk dibangun mengingat undang-

undang desa telah memberi ruang dan amanat yang relatif lebih luas kepada 

desa, bukan saja dalam mengelola anggaran yang secara langsung digelontor-

kan ke desa tetapi juga untuk mengeksplorasi, mengelola dan mengoptimalkan 

potensi yang dimilikinya. Langkah ini relevan dengan problem ketertinggalan 

desa, dimana berdasarkan data yang dipublikasikan Kemendes PDTT saat 

melounching Indeks Desa Membangun untuk pertama kalinya pada tahun 2015 

sebagaimana tabel 1 dibawah ini menunjukkan bahwa mayoritas desa di 

Indonesia adalah desa tertinggal (Hamidi, et.al., 2015).  

 
Tabel 1 Kategori Desa 

Berdasarkan Indeks Desa Membangun Tahun 2015 
 

No Kategori Jumlah 

Desa 

Prosentase 

1. Desa Mandiri (Desa Sembada) 174 0,24% 

2. Desa Maju (Desa Pra Sembada) 3.608 5% 

3. Desa Berkembangan (Desa Madya) 22.882 31% 

4. Desa Tertinggal (Desa Pra Madya) 33.592 46% 

5. Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama)  13.453 18% 

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 2 
Tahun 2016 tentang Indeks desa membangun (2016) 

 

Potret yang kurang lebih sama juga nampak pada perkembangan desa-

desa di Ponorogo selama tiga tahun terakhir, dimana berdasarkankan Indeks 

Desa Membangun yang dirilis resmi oleh Kemendes PDTT sebagaimana 

tertuang pada tabel 2. di bawah ini, menunjukkan tidak ada satupun desa yang 

dikategorikan mandiri, hanya ada 28 desa (9,96%) yang berkategori maju, 253 

desa (90,04%) berkategori berkembang. 
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Tabel 2. Indeks Desa Membangun                                            
Kabupaten Ponorogo antara Tahun 2018 sd. Tahun 2020 

 
Kriteria Indeks Desa Membangun (IDM) 

Tahun  

(Jumlah Desa) 

Mandiri  

(%) 

Maju   (%) Berkembang 

(%) 

Tertinggal 

(%) 

Sangat Tertiggal 

(%) 

2018 (281 desa) 0     (0) 13   (4,63) 201 (71,53) 66  (23,48) 1 (0,36) 

2019 (281 desa) 0     (0) 23   (8,20) 250 (89) 8 (2,80) 0 (0) 

2020 (281 desa) 0     (0) 28   (9,96) 253 (90,04) 0 (0) 0 (0) 

Sumber: Diolah dari SK. Dirjen PPMD No. 303 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 
Keputusan Dirjen PPMD Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian 

Desa 

 

Profil desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana 

tertuang dalam tabel 1 dan tabel 2 diatas memberi pesan tentang pentingnya 

upaya strategis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kategori desa pada 

jenjang lebih tinggi hingga menjadi desa maju atau mandiri. Salah satu yang 

didorong selain implementasi penyaluran dana desa Rp. 1,4 milyar secara 

bertahap, juga penyiapan dan pengembangan 5000 BUM Desa (Hamidi, et.al., 

2015). Terkait penyiapan dan pengembangan BUM Desa Sekjen Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) 

Anwar Sanusi mengatakan hingga Desember 2018 tercatat 61 persen desa telah 

memiliki BUM Desa atau terbentuk 45.549 unit BUM Desa di Indonesia. Jumlah 

ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 unit (Akfa, 2019). 

Pembentukan BUM Desa bertujuan sebagai penggerak pembangunan 

ekonomi lokal tingkat desa yang dilaksanakan oleh masyarakat desa itu sendiri, 

yaitu berasal dari masyarakat desa, oleh masyarakat desa, dan untuk 

masyarakat desa. Karena itu dasar pembentukan BUM Desa sebagai lokomotif 

pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan 

masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan 

emansipatif dari masyarakat desa. Dalam pengembangannya BUM Desa 

diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang 

juga berfungsi sebagai lembaga sosial sekaligus komersial. BUM Desa sebagai 

lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya 

dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial 
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BUM Desa bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan 

desa.  

Dengan statusnya sebagai lembaga ekonomi, BUM Desa merupakan 

instrument pemberdayaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis usaha 

sesuai potensi dan ciri khas desa masing-masing. Mekanismenya dilakukan 

dengan jalan menampung berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah 

bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun 

tetap bersandar pada potensi dan ciri khas desa dimaksud. Disamping itu, 

keberadaan BUM Desa juga diharapkan mampu membawa dampak signifikan 

bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa (PAD) sehingga memungkinkan 

desa dapat melakukan pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan 

serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat desa secara lebih 

optimal. Ke depan eksistensi dan pengembangan BUM Desa diharapkan mampu 

memperkuat ketahanan ekonomi desa, kemandirian desa, sekaligus menjadi 

pilar kemandirian bangsa. 

Begitu pentingnya keberadaan badan usaha di tingkat desa, maka amanat 

pembentukannya yang secara kelembagaan saat ini dikenal dengan nama BUM 

Desa sudah ada jauh sebelum berlakunya UU Desa tahun 2014. Hanya saja 

menunjuk pada data jumlah BUM Desa yang mampu didirikan sampai dengan 

tahun 2014 hanya mencapai 1.022 unit di seluruh Indonesia, maka tidak 

berlebihan jika disimpulkan keberadaannya kurang mendapatkan perhatian baik 

dari masyarakat desa, pemerintah desa, maupun stakeholders pemerintahan 

lainnya.  

Saat ini, karena perannya yang strategis dalam menyokong ketahanan 

ekonomi desa, kemandirian desa, dan kesejahteraan masyarakat desa, pen-

dirian dan pengelolaan BUM Desa diperkuat dan diatur kembali dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan. Sebagai payung hukum utama merujuk pada 

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87-90. Kemudian 

secara operasional diatur melalui PP No.43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 132-

142; PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa;  Permendes PDTT No. 02 Tahun 

2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Musyawarah Desa pasal 88-89; Permendes PDTT No. 04 Tahun 2015 tentang 
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Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa; Permendes 

PDTT No. 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 

Tahun 2017; serta Permendes PDTT No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, 

Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, serta 

Pengada-----an barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.  

Berbagai regulasi tentang pendirian dan pengelolaan BUM Desa telah 

dikeluarkan, secara kuantitas target pendirian BUM Desa di seluruh Indonesia 

yang ditetapkan Kemendes PDTT juga terlampui, tetapi prakteknya di lapangan 

sebagian besar BUM Desa masih menghadapi sejumlah masalah. Beberapa 

riset tentang BUM Desa menemukan sejumlah masalah sebagaimana dimaksud. 

Riset yang dilakukan Budiono (2015) misalnya, menemukan adanya benturan 

kepentingan antar aktor utama, pemerintah desa yang kurang terbuka, dan 

kurang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Sementara 

Anggraeni (2016) dalam risetnya menemukan adanya problem komunikasi 

antara pengelola BUM Desa, pemerintah desa, masyarakat desa, serta soal 

transparansi dan akutabilitas. Fitriani, Utami, Hapsari (2018) juga menemukan 

adanya masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUM Desa. Pramita 

(2018) menemukan problem tata kelola BUM Desa. Sedangkan Harjati Widiastuti 

et.al. (2019) menyimpulkan bahwa soal tata kelola dasar BUM Desa rata-rata 

sudah dirumuskan dalam AD/ART, tetapi masih ada masalah soal tata kelola 

keuangan, sustainibility, dan akuntabilitasnya yang rendah.  

Mengkonfirmasi temuan riset tersebut dengan kondisi BUM Desa di 

kabupaten Ponorogo juga ditemukan adanya kemiripan permasalahan yang 

menyelimuti keberadaan dan pengelolaan BUM Desa. Dari hasil focus group 

discusion bersama komisi A DPRD kabupaten Ponorogo serta wawancara 

dengan beberapa kepala desa terkait keberadaan dan pengelolaan BUM Desa 

di kabupaten Ponorogo juga ditemukan masalah yang sama, mulai dari 

banyaknya BUM Desa yang telah berdiri tetapi tidak operasional, masalah 

komunikasi dan komitmen stakeholders desa dalam pengelolaan BUM Desa, 

masalah keterbatasan SDM pengelola, masalah tata kelola dan pengawasan 

BUM Desa, masalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BUM Desa, 
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sampai pada sustainability BUM Desa sebagai pendorong kemandirian desa 

(Komisi A, 2021). 

Cita-cita pendirian dan pengelolaan BUM Desa berikut masalah yang 

melingkupinya memberikan arah yang jelas kepada pemerintah untuk hadir 

dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi menuju terciptanya 

Desa Mandiri. Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas mengendalikan 

dan mendikte, melainkan untuk memicu kreativitas asli Desa secara emansi-

patoris serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum mampu di-

selenggarakan sendiri oleh Desa melalui BUM Desa. Karena itu dibutuhkan 

payung hukum yang lebih operasioal berupa peraturan daerah di tingkat 

kabupaten untuk menstimulasi desa-desa yang belum mendirikan BUM Desa, 

menggerakkan BUM Desa yang belum berjalan, sekaligus menjawab berbagai 

masalah yang muncul dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa yang 

ada sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa secara 

berkelanjutan untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa. 

Dalam kaitan ini dibutuhkan adanya kajian akademik yang dijadikan dasar 

atau pijakan dalam penyusunan peraturan daerah yang ada. Keberadaan naskah 

akademik dalam penyusunan rancangan peraturan daerah BUM Desa adalah 

suatu keniscayaan, karena akan dijadikan acuan atau bahan baku dalam 

penyusunan materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang ada (UU No. 

12/2011 Ps. 56 ayat 2). Melalui naskah akademik ini dilakukan kajian secara 

mendalam dan komprehensip terhadap tata nilai yang ada, yang bersumber dari 

ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 untuk mendapatkan pertimbangan 

filosofis dari penyusunan naskah akademik ini. Kajian yang sama juga dilakukan 

terhadap norma hukum yang relevan sebagai bahan pertimbangan yuridis dalam 

memecahkan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum terkait 

BUM Desa yang ada di lapangan. Kajian juga dilakukan terhadap fakta-fakta 

empiris yang berkembang di masyarakat baik terkait dinamika, permasalahan, 

maupun kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan pengelolaan BUM 

Desa sebagai bahan perumusan pertimbangan sosiologis dalam penyusunan 

Raperda BUM Desa. 

 



- 12 - 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

B. Identifikasi Masalah 

Implementasi Undang-Undang No. 6 tahun 20014 tentang Desa menjadi 

prioritas penting bagi Pemerintah, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan 

besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang ber-

daulat, sejahtera dan bermartabat. Pemerintahan berkomitmen mengawal 

pelaksanaan undang-undang desa tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, 

untuk mencapai desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Dalam konteks 

demikian, amanat pendirian BUM Desa untuk setiap desa sebagaimana 

ditegaskan dalam undang-undang desa diposisikan sebagai salah satu strategi 

kebijakan untuk: (1) menghadirkan institusi negara dalam kehidupan ber-

masyarakat dan bernegara di desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa); (2) 

membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi 

desa yang bersifat kolektif; (3) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia 

di desa; dan (4) membentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan 

unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa (Putra, 2015). 

BUM Desa merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola secara 

sinergitas oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa. 

Tujuan mendirikan BUM Desa, yaitu memperkuat perekonomian desa dan 

dibentuk berdasarkankan kebutuhan dan potensi yang ada di desa. Melalui BUM 

Desa yang merupakan sebuah badan usaha, diharapkan mampu membantu 

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadikan salah satu 

peluang usaha atau lapangan pekerjaan, pengelolaan sumberdaya, serta dalam 

hal mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana ditegaskan 

sebelumnya, sampai dengan Desember tahun 2018 dari 74.957 desa di seluruh 

Indonesia, baru 61 % desa yang telah memiliki BUM Desa atau sebanyak 45.549 

unit BUM Desa di seluruh Indonesia. Bentuk dan karakteristik BUM Desa 

tersebut sangat beragam dan tidak dapat digeneralisasikan baik masalah SDM 

pengelola, jenis usahanya, kelembagaannya, lokus pasarnya, serta budaya 

masyarakat pendukungnya. 

Dari data tersebut menunjukkan belum semua desa mampu mendirikan 

BUM Desa, sementara yang sudah berhasil mendirikan BUM Desa juga belum 

sepenuhnya dapat dikelola dengan baik. Ada banyak faktor yang mendukung 
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dan atau menghambat perkembangan BUM Desa, mulai dari masalah 

kelembagaannya, permodalannya, pengelolaannya, sumber daya manusia 

pendukungnya, lokus pasarnya, jenis usahanya, maupun pengendalian dan 

pengawasannya. Memperhatikan kondisi tersebut, jika tidak dilakukan intervensi 

atau penguatan atas keberadaan BUM Desa di setiap desa, maka dapat 

menganggu upaya meningkatkan ketahanan ekonomi desa, menghilangkan 

kesempatan mandiri dan mengurangi kemampuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyatnya. 

Berdasarkan hasil FGD dengan Komisi A DPRD kabupaten Ponorogo dan 

wawancara dengan pengelola BUM Desa di beberapa desa, diketahui 

permasalahan BUM Desa di kabupaten Ponorogo juga linier dengan per-

masalahan BUM Desa secara nasional. Disamping belum semua desa mampu 

mendirikan BUM Desa, sementara yang sudah berdiri juga belum semuanya 

beroperasional secara baik dengan berbagai permasalahan yang melingkupinya 

mulai dari masalah. Beberapa BUM Desa memang telah dikelola dengan baik, 

tetapi juga masih didasarkan tafsir terbatas atas aturan pelaksanaan dari pusat. 

Belum ada regulasi daerah yang menjadi payung hukum untuk memecahkan dan 

menjawab berbagai permasalahan BUM Desa dan pengelolaanya di lapangan, 

sehingga keberadaan BUM Desa benar-benar signifikan mampu meningkatkan 

ketahanan ekonomi desa, mendorong kemandirian desa, dan mampu 

meningkatkan kesejahteraan rakyat desa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperlukan 

adanya telaah akademik atas pentingnya peraturan daerah tentang BUM Desa 

di kabupaten Ponorogo sebagai landasan logis dan yuridis dari pengelolaan BUM 

Desa di kabupaten Ponorogo. Terkait dengan hal itu sejumlah permasalahan 

yang dapat diidentifikasi dalam hal ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) memiliki landasan akademik 

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah?  

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan 

pengelolaan BUM Desa pada saat ini? 
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3. Apa sajakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, 

dan yuridis dari pembentukan Raperda BUM Desa? 

4. Apa sajakah yang menjadi sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, 

arah pengaturan, dan materi muatan yang diatur dalam Raperda BUM Desa? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup permasalahan diatas, maka 

tujuan dan kegunaan dari penyusunan naskah akademik Raperda BUM Desa ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji kelayakan akademik atas Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ponorogo tentang BUM Desa?  

2. Untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BUM Desa? 

3. Untuk merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari 

pembentukan Raperda BUM Desa? 

4. Untuk merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah 

pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda BUM Desa? 

 

Adapun kegunaan dilakukannya penyusunan naskah akademik ini adalah 

sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan usaha Milik Desa (BUM Desa) yang 

akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo berdasarkankan Program Pembentukan 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.  

 

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik 

Sebagai salah satu bentuk penelitian hukum, penyusunan naskah 

akademik ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan 

metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian 

sosiolegal. Melalui metode yuridis normatif, kajian dilakukan melalui studi 

kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-

hasil penelitian atau kajian, literatur/referensi yang relevan, serta peraturan 
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perundang-undangan terkait BUM Desa, baik ditingkat undang-undang maupun 

peraturan pelaksanaanya dan berbagai dokumen hukum lainnya yang terkait. 

Pengunaan metode yuridis normatif dalam kajian ini selanjutnya diperdalam 

dengan metode yuridis empiris atau sosiolegal melalui wawancara, diskusi (focus 

group discussion), rapat dengar pendapat, serta uji konsep dengan berbagai 

pihak yang berkepentingan atau stakeholders terkait pengelolaan BUM Desa 

antara bulan Maret sd. April 2021. Beberapa stakeholders yang berkenan 

memberikan masukan dalam penyusunan Naskah Akademik Raperda BUM 

Desa ini adalah: 

1. Staf Ahli Kementerian Desa Kabinet Indonesia Kerja 

2. Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo 

3. Kepala Bappeda Kabupaten Ponorogo 

4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten 

Ponorogo 

5. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Ponorogo 

6. Pemerintah Desa dan Pengelolan BUM Desa di Desa Ngabar Kecamatan 

Siman 

7. Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa di Desa Bringinan Kecamatan 

Jambon 

8. Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa di Desa Morosari Kecamatan 

Sukorejo. 

 

Data yang diperoleh melalui metode yuridis normatif dan yuridis empiris dari 

masukan para pakar maupun hasil pencarian atau pengumpulan data di 

lapangan, selanjutnya dianalis dengan menggunakan metode Regulatory Impact 

Assesment (RIA) untuk menilai secara sistematis pengaruh negatif dan positif 

dari Raperda BUM Desa ini. Hasil analisis tersebut kemudian dituangkan dalam 

format Naskah Akademik serta draft Raperda BUM Desa sesuai ketentuan dalam 

UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
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BAB II  

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK 
EMPIRIS 

 

A. KAJIAN TEORETIS EKSISTENSI TERKAIT BUM DESA 

1. Teori Pembangunan Berkelanjutan 

Sebagai tindak lanjut kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs 

(Millennium Development Goals), Per-September 2015 PBB meluncurkan 

konsep penggantinya yang disebut dengan SDGs (Sustainable Development 

Goals). SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong 

perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak 

asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi 

dan lingkungan hidup. SDGs memberlakukan prinsip-prinsip universal, integrasi, 

dan inklusif untuk menyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang 

terlewatkan dalam pembangunan atau “no-one left behind”. 

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya mencakup tiga dimensi 

penting, yakni ekonomi, sosial (budaya), dan lingkungan (Munasinghe dalam 

Warsono, 2018:16). Dimensi ekonomi, antara lain berkaitan dengan upaya 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah 

pola produksi dan konsumsi yang seimbang. Dimensi sosial bersangkutan 

dengan upaya pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan 

masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Adapun dimensi 

lingkungan, diantaranya mengenai upaya pengurangan dan pencegahan 

terhadap polusi, pengelolaan limbah, serta konservasi/preservasi sumberdaya 

alam.  

Pemahaman pembangunan berkelanjutan didasarkan atas tiga pilar atau 

dimensi yang satu sama lain saling terkait (sinergi), yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan yang disebut sebagai mobius triangle masih dianggap kurang 

memadai bagi para pegiat lingkungan. Hal ini disebabkan karena realitasnya 

pembangunan ekonomi sosial hanya memperhatikan dimensi lingkungan, yang 

seharusnya dimensi lingkungan merupakan pembatas dari pembangunan 
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ekonomi dan sosial. O’Riordan (1998) kemudian mengembangkan konsep 

Russian Doll, yaitu pembangunan ekonomi tidak boleh melebihi daya dukung 

sosial dan pembangunan sosial tidak boleh melebihi daya dukung lingkungan. 

Pada Gambar 2.1 disajikan konsep pembangunan berkelanjutan dengan prinsip 

Russian Doll.  

 

 

Gambar 2.1 Prinsip Suistainable Dev, menurut Russian Doll. 

 

Diagram di atas, mempertegas adanya pengakuan terhadap empat syarat 

utama dalam teori Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dinyatakan 

Warsono (2010), yaitu: 1) menempatkan suatu kegiatan dan proyek pembangun-

an pada suatu ekologis yang benar secara terukur; 2) pemanfaatan sumberdaya 

terbarukan (renewable resources) tidak boleh melebihi potensi lestarinya serta 

upaya mencari pengganti bagi sumberdaya tak-terbarukan (non renewable 

resources); 3) pembuangan limbah industri maupun rumah tangga tidak boleh 

melebihi kapasitas asimilasi pencemaran; dan 4) perubahan fungsi ekologis tidak 

boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan (carrying capacity).  

Proses interaksi ketiga elemen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan 

lingkungan fisik dalam menuju pembangunan berkelanjutan dapat digambarkan 

dalam diagram ven pada gambar 2.2 dibawah ini: 

Lingkungan

Sosial

Ekonomi
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Gambar 2.2 Proses Sinerjitas Faktor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan menuju Sustainable 

Development (Sumber: World Summit 2005). 

 

Untuk kepentingan itu agenda pembangunan atau pemberdayaan 

masyarakat desa melalui berbagai kegiatan BUM Desa, harus terukur mendasar-

kan pada instrumen yang tertuang dalam pronsip-prinsip Pembangunan 

Berkelanjutan, meliputi tiga elemen utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan 

fisik. Ketiga unsur utama tersebut mutlak untuk dijadikan indikator dalam 

mengelola dan mengembangkan BUM Desa dalam skala perdesaan, sehingga 

mampu menjadi lokomotif pembangunan desa secara integral dan berkelanjutan. 

  

2. Teori Pembangunan Berpusat Pada Manusia 

Model pembangunan yang berpusat pada manusia, mengembangkan 

wawasan lebih jauh dari pada sekedar mengejar angka pertumbuhan ekonomi 

atau pengadaan pelayanan sosial. Bagi para penggagas model pembangunan 

yang berorientasi pada manusia, terwujudnya kondisi masyarakat yang makmur 

dan melimpah, yang menjadikan si miskin menerima secara pasif pelayanan apa 

pun yang dipilih serta diberikan oleh pemerintah berdasar kearifan, yang waktu 
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dan tempatnya ditentukan pula oleh pemerintah, adalah tidak dapat diterima 

(Korten, 1983:31) 

Karena itu mereka menawarkan suatu model alternatif pembangunan 

berpusat pada manusia. Korten dan Klauss (1984) mendefinisikan pem-

bangunan berpusat kepada manusia sebagai pendekatan yang mementingkan 

inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai sumber utama pembangunan dan 

menekankan kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai tujuan 

dari proses pembangunan. Peningkatan perkembangan dan kesejahteraan 

manusia, persamaan, dan sustainability manusia menjadi fokus sentral proses 

pembangunan, pelaksana pembangunan yang menentukan tujuan, sumber-

sumber pengawasan dan untuk mengarahkan proses-proses yang mem-

pengaruhi kehidupan mereka (Gran, 1983). 

Perspektif pembangunan ini memberikan peranan khusus kepada 

pemerintah untuk menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan rakyat 

untuk berkembang, yaitu lingkungan sosial yang mendorong perkembangan 

manusia dan aktualisasi potensi manusia secara lebih besar. Penciptaan 

lingkungan sosial dimaksud memerlukan sistem belajar pengorganisasian diri, 

yakni dengan mengorientasikan jaringan organisasi informal dan arus 

komunikasi pada kebutuhan dan variasi lokal (desa atau daerah) sebagai 

pelengkap dari sistem komando yang bersifat formal. Berfungsinya pengaturan 

struktural tersebut sangat tergantung pada inisiatif rakyat untuk berkreasi pada 

sumber informasi yang tidak pernah kering – keduanya menentukan input 

sumber utama model tersebut.  

Merujuk pada pendapat para pakar di atas, maka esensi dari pendekatan 

ini terletak pada inklusivitas serta pendekatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk 

rakyat, dan bersama rakyat. Dalam UU No. 6/2014 pendekatan pembangunan 

berpusat pada manusia tersebut di antaranya tercermin pada tujuan pem-

bangunan dan prioritas program yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Selain 

itu juga tergambarkan dari keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses 

pembangunan desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), termasuk di 

dalamnya dalam upaya mengelola dan mengembangkan BUM Desa. Dengan 
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demikian pembangunan desa melalui upaya mendirikan kegiatan masyarakat 

dalam kegiatan BUM Desa merupakan upaya perkuatan masyarakat desa 

sebagai subjek pembangunan (Warsono, et.al., 2018:20). 

  

3. Teori Social Enterprises  

Menurut Nasruddin dan Misaridin (2014), Social enterprise yaitu suatu 

metode pemecahan masalah melalui pendekatan bisnis. Social Enterprise 

merupakan entitas bisnis dengan misi sosial yang diorientasikan pada tujuan dan 

menghasilkan laba untuk mengatasi kebutuhan misi sosial tersebut. Saat ini 

social enterprise dikenal sebagai produk dan pelayanan untuk menyediakan 

pekerjaan bagi orang cacat, miskin, mantan tahanan, serta menawarkan solusi 

dalam rangka untuk memberantas kemiskinan atau menyediakan pendidikan 

untuk anak-anak yang tidak mampu sebagai salah satu cara mengatasi masalah 

sosial.  

Social enterprise menawarkan solusi yang cepat untuk mengatasi masalah 

melalui operasionalisasi model bisnis sosial. Model bisnis sosial membentuk nilai 

baru untuk masyarakat dalam mengejar kesempatan baru dan mengisi ke-

senjangan pada usaha untuk mengatasi masalah sosial. Social enterprise meng-

---atasi masalah sosial melalui usaha (bisnis). Konsep bisnis ini mengkombinasi-

kan efisiensi, inovasi, nilai, semangat, dan tujuan untuk mencari keuntungan 

ekonomi serta keuntungan non ekonomi (Ebrahim, Battilana, & Mair, 2014).  

Social Enterprise diharapkan berkontribusi pada ide yang inovatif yang 

berdampak pada perkembangan pasar, praktik kerja, dan model bisnis untuk 

memastikan keseimbangan yang dicapai antara keberlanjutan bisnis dan tujuan 

sosial. Byerly (2014) menjelaskan Social Enterprise telah tumbuh untuk 

merespon kepentingan bersama dan kontrak sosial serta untuk mengkolaborasi-

kan kepentingan individu dengan pengakuan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

peran individu di dalam lingkungan sosial (masyarakat).  

Jadi, dalam konteks organisasi profit versus nonprofit, social enterprises 

merupakan bentuk organisasi yang concern dalam menghasilkan baik economic 

return maupun social return. Hal ini relevan dengan sifat BUM Desa dalam fungsi 

sebagai lembaga ekonomi sekaligus lembaga sosial. Bentuk social enterprises 



- 22 - 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

bisa meliputi: (1) organisasi nonprofit yang memperoleh income atau laba, (2) 

organisasi nonprofit atau profit dengan concern yang seimbang antara misi sosial 

dan misi mencari keuntungan, dan (3) organisasi profit yang menekankan peran 

tanggung jawab sosial (Bielefeld, 2009). 

  

4. Teori Tata Kelola Usaha  

Tata kelola perusahaan (corporate governance) secara umum didefinisikan 

sebagai struktur dan proses/teknik untuk mengarahkan dan mengontrol 

perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai secara efektif. Definisi dan 

tujuan tata kelola bervariasi berdasarkan konteks sistem hukum, budaya, situasi, 

dan sektor usaha. Tata kelola perusahaan berdasar teori keagenan mem-

fokuskan pada keselarasan kepentingan antara manajemen dengan penyedia 

modal (shareholders dan debtholders) (Child & Rodrigues, 2004), sedangkan 

berdasar teori stewardship, tata kelola menekankan pada keseimbangan 

kepentingan seluruh stakeholders (Clarke, 2005).  

Low (2006) mengklasifikasi tata kelola berdasar kategori entitas 

berorientasi laba, dan entitas nirlaba. Entitas berorientasi laba cenderung 

menggunakan stewardship governance yang memfokuskan pada kepentingan 

shareholders, sedangkan entitas nirlaba menggunakan democratic governance 

yang memfokuskan pada kepentingan stakeholders. Berkembangnya third 

sector yaitu social enterprise memunculkan teori governance baru yang 

mengakomodasi karakteristik profit dan sosial. Low (2006) memposisikan bahwa 

social enterprise cenderung lebih sesuai menggunakan stewardship governance 

daripada democratic governance. Sementara, Ball dan Ball (2016) menyebut 

paradigma tata kelola perusahaan yang berorientasi pada perusahaan publik 

tidak memadai untuk diterapkan dalam social enterprise. Ball dan Ball (2016) 

mengusulkan gabungan stakeholder governance dan participatory governance, 

yaitu semua pihak yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi (profit dan 

sosial) berpastisipasi aktif dalam pembuatan keputusan organisasi untuk 

menjamin tercapainya misi organisasi.  

BUM Desa memiliki karakteristik social enterprise. Social enterprise lebih 

bertujuan mencapai misi sosial namun juga melakukan bisnis menggunakan 



- 23 – 

 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

mekanisme pasar (Santos, 2012). Social enterprise merupakan organisasi hibrid, 

yang kegiatan usahanya memiliki dua karakteristik utama, yaitu bisnis dan sosial. 

BUM Desa memiliki misi sosial dalam hal kehadirannya harus mampu mengatasi 

masalah-masalah sosial yang ada di desa, seperti masalah tenaga kerja, 

sampah, ketersediaan air minum, listrik, dan bahan pokok murah. Namun BUM 

Desa juga menjalankan bisnis agar dari hasil bisnis tersebut dapat menopang 

keberlangsungan hidupnya. Pestoff dan Hulgård (2015) memberikan pandangan 

bahwa memandang social enterprise sebagai satu kontinum (ekonomi-sosial) 

belumlah lengkap untuk membedakannya dengan commercial enterprise. Ter-

dapat satu dimensi yang dapat digunakan untuk membedakan social enterprise 

dengan commercial enterprise, yaitu dimensi governance atau tata kelola yang 

diklasifikasi menjadi participative versus non-participative. Participative 

governance adalah kata kunci dari social enterprise.  

Social enterprise dengan karakteristik hibrid (sosial dan bisnis) ini memiliki 

tantangan dalam hal tata kelola yang unik, yaitu cara menangani masalah trade 

off antara aktivitas sosial dan aktivitas komersial, serta cara aktivitas 

menghasilkan pendapatan dan keuntungan tanpa mengurangi aspek sosialnya 

(Ebrahim et al., 2014). Selain menyelaraskan dimensi aktivitas sosial, dan 

aktivitas komersial, sebagimana diusulkan oleh Pestoff dan Hulgård (2015), tata 

kelola dalam social enterprise mengedepankan tata kelola partisipatif yang 

melibatkan semua stakeholder. Apabila dikaitkan dengan BUM Desa, 

partisipatory governance diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam 

pendirian, pengembangan, maupun pengawasan BUM Desa. 

  

B. KAJIAN KONSEPTUAL TERKAIT EKSISTENSI BUM DESA 

1. Urgensi BUM Desa Bagi Pemerintah Indonesia 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di wilayah Asia 

Tenggara, dengan luas wilayah sebesar 7,81 juta km², terdiri dari 3,25 juta km2 

lautan, 2,55 juta km2 ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) dan 2,01 juta km2 daratan 

(Pratama, 2020). Pada wilayah daratan Indonesia terdapat banyak sekali desa 

yang tersebar di 34 provinsi mulai dari provinsi Aceh sampai provinsi Papua. 

Menurut karakter wilayahnya, desa di Indonesia terbagi menjadi 3 jenis yaitu: 
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desa pesisir, desa lereng dan desa dataran. Merujuk data Badan Pusat Statistik, 

jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 83.931 desa, yang terdiri dari 3187 

desa pesisir, 14.696 desa lereng dan 66.048 desa dataran (BPS-RI, 2019). 

 

Gambar 2.3 Peta Republik Indonesia 

 

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPR-RI, 2014). Kepenting-

an masyarakat desa satu dengan desa yang lain bisa berbeda walaupun desa 

tersebut berada dalam satu wilayah kabupaten ataupun kecamatan sama. 

Kepentingan masyarakat tersebut terpengaruhi dari adat istiadat, letak geografis 

serta sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh desa 

tersebut.  

Setiap desa juga memiliki sumber daya alam sendiri yang mana sumber 

daya alam suatu desa tersebut berbeda antara desa satu dengan desa yang lain. 

Potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki oleh 

suatu desa merupakan senjata untuk membenahi keadaan ekonomi, sosial, dan 

politik suatu desa tersebut. Oleh karena itu pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya yang dimiliki suatu desa merupakan salah satu cara dalam 

mencapai kemakmuran masyarakat desa khususnya dan Indonesia pada 

umumnya.  
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Dalam konteks inilah implementasi UU No. 6/20014 tentang Desa menjadi 

prioritas penting bagi pemerintah, dimana Desa diposisikan sebagai “kekuatan 

besar” yang akan memberikan kontribusi terhadap misi negara Indonesia yang 

berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Melalui visinya, sebagaimana tertuang 

pada Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima, dan Ketuju, terutama visi “Mem-

bangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan”, pemerintah hendak menunjukkan 

komitmennya mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten 

dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan 

demokratis (Putra, 2015:8-10).  

Pemerintah lewat UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menetapkan 

bahwasannya BUM Desa merupakan badan usaha yang diprioritaskan untuk 

mengelola sumber daya alam serta potensi lain yang ada di desa (DPRRI, 2014). 

Pengelolaan sumber daya desa oleh BUM Desa pada dasarnya dimaksudkan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peran BUM Desa 

diantaranya: a) sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes); b) memenuhi 

kebutuhan masyarakat desa; c) penggerak perekonomian desa; dan d) 

membantu penyelenggaraan Pemdes (DPRRI, 2014). 

Dalam konteks demikian, pendirian BUM Desa pada setiap desa di 

Indonesia pada dasarnya merupakan salah satu strategi kebijakan yang 

diorientasikan:  

a. untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara di Desa (selanjutnya disebut Tradisi Berdesa).  

b. untuk membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha 

ekonomi Desa yang bersifat kolektif.  

c. untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa.  

d. untuk membentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-

unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.  

 

2. Urgensi BUM Desa Bagi Desa 

Terbitnya UU Desa menempatkan Desa menjadi wadah kolektif dalam 

hidup bernegara dan bermasyarakat, hingga tercipta “Tradisi Berdesa” sebagai 
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konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa. Inti dari gagasan 

Tradisi Berdesa adalah:  

a. Desa menjadi basis modal sosial yang memupuk tradisi solidaritas, 

kerjasama, swadaya, dan gotong royong secara inklusif yang melampaui 

batas-batas eksklusif kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya.  

b. Desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan yang didalamnya 

mengandung otoritas dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat.  

c. Desa hadir sebagai penggerak ekonomi lokal, yang mampu menjalankan 

fungsi proteksi dan distribusi pelayanan dasar kepada masyarakat (Eko, 

2014). 

 

Konsepsi Tradisi Berdesa tersebut dalam perkembangannya menjadi 

gagasan fundamental yang mengiringi pendirian/pembentukan BUM Desa yang 

diamanatkan oleh UU No. 6/2014 tentang Desa. Tradisi Berdesa paralel dengan 

kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan 

dan keberlanjutan BUM Desa.  

Keterkaitan antara inti gagasan Tradisi Berdesa dengan pendirian BUM 

Desa menurut Putra (2015:8-10), adalah sebagai berikut:  

a. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, 

dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring 

sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.  

b. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praksis Musyawarah 

Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa 

yang digerakkan oleh BUM Desa.  

c. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat 

kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha ekonomi Desa 

kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan 

bisnis ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. 

d. BUM Desa merupakan badan usaha yang diamanatkan oleh UU Desa 

sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau 

pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar desa.  
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e. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa 

kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, 

kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.  

f. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh 

pemerintah (government driven; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.  

 

Keberadaan BUM Desa merupakan bentuk kemandirian Desa sebagai 

implementasi dari otonomi Desa. Melalui BUM Desa, diharapkan desa memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan pembangunan secara mandiri sehingga tidak 

sepenuhnya bergantung subsidi dari pemerintah. BUM Desa dapat dijadikan 

suatu alternatif lain yang dapat memberikan tambahan terhadap keuangan Desa 

(Karim, 2019). Selain itu BUM Desa ini juga berguna untuk mengelola aset dan 

kekayaan Desa agar dapat didayagunakan sebesar-besarnya untuk kesejahtera-

an masyarakat desa. Untuk menghidupkan perekonomian, desa perlu mendiri-

kan lembaga yang mampu merangkul seluruh potensi dan kearifan lokal desa. 

Lembaga yang dapat dijadikan wadah bagi setiap warga Desa untuk memberikan 

kerja keras dan buah pikiran. Lembaga yang sesuai bagi masyarakat desa 

sebaimana dimaksud adalah BUM Desa. BUM Desa dengan semangat gotong 

royong harus bertujuan untuk memberikan keadilan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat desa (Muhammad Yasin, 2015). 

Kehadiran BUM Desa dalam pembangunan masyarakat desa memiliki 

peran yang utama dan strategis, selain sebagai sumber ekonomi baru desa 

dalam pembiayaan berbagai program desa, BUM Desa juga bisa menjadi sarana 

pembuka lapangan kerja. Pada akhirnya harus difahami bahwa peran BUM Desa 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa tidak serta merta dapat 

dilimpahkan kepada para pengelola BUM Desa, tetapi perlu peran aktif dari 

seluruh elemen masyarakat desa supaya kesejahteraan ekonomi bisa 

diwujudkan demi tujuan bersama yakni menuju masyarakat desa yang mandiri. 

  

3. Rekognisi dan Subsidiaritas BUM Desa 

Menurut Putra (2015:13-21), asas rekognisi dan subsidiaritas merupakan 

asas utama dalam pengaturan Desa sebagai mana tersebut dalam pasal 3 UU 
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Desa. Naskah penjelasan UU Desa mendefinisikan (i) Asas Rekognisi sebagai 

pengakuan terhadap hak asal usul, sedangkan (ii) Asas Subsidiaritas sebagai 

penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal 

untuk kepentingan Desa.  

Asas Rekognisi berkaitan erat dengan definisi Desa dalam Pasal 1 angka 

1 UU Desa terutama tentang hak asal usul. Inti gagasan Asas Rekognisi yang 

menghormati dan mengakui kewenangan hak asal usul Desa selanjutnya 

ditegaskan dalam Pasal 19 huruf a UU Desa, “Kewenangan Desa meliputi: (a) 

kewenangan berdasarkan hak asal usul...”. Asas Rekognisi terhadap Desa 

dalam UU Desa bersifat kontekstual, konstitusional dan hasil dari negosiasi 

politik antara pemerintah, DPR, DPD dan juga Desa.  

Berkaitan dengan Asas Subsidiaritas, UU Desa mendefinisikan Asas 

Subsidiaritas sebagai penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan 

keputusan secara lokal untuk kepentingan desa. Inti gagasan Asas Subsidiaritas 

selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 19 huruf b UU Desa, “Kewenangan Desa 

meliputi: ..(b) kewenangan lokal berskala Desa..”. UU Desa dan PP No. 43/2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (selanjutnya disebut PP Desa) mengamanatkan Kewenangan Desa 

berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Pasal 34 PP 

Desa), dan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kewenangan Desa diatur 

dengan Peraturan Menteri (Pasal 39 PP Desa).  

Menindaklanjuti amanat tersebut, Kementerian Desa dan PDTT telah 

menerbitkan Peraturan Menteri Desa dan PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala 

Desa. Pasal 1 angka (4) Permendesa PDTT No. 1/2015 tersebut mendefinisikan 

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau 

mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkem-

bangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa”. Inilah landasan bagi BUM Desa 

untuk dimasukkan sebagai salah satu bentuk kewenangan lokal berskala Desa.  

Rekognisi BUM Desa dengan demikian berkaitan dengan tindakan untuk 

memanfaatkan, mendukung, dan memperkuat institusi usaha ekonomi Desa 



- 29 – 

 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

yang sudah ada dan bukan dilandasi oleh tindakan intervensi (campur tangan). 

Rekognisi BUM Desa disertai dengan redistribusi ekonomi dalam bentuk 

penggunaan alokasi dana Desa dari APBN dan APBD untuk pendirian, 

penetapan, pengurusan, dan pengelolaan BUM Desa.  

Sementara subsidiaritas BUM Desa dijalankan melalui penetapan 

kewenangan lokal berskala Desa, baik melalui Peraturan Bupati/Walikota 

maupun Perdes tentang kewenangan lokal berskala desa, dengan memasukkan 

pendirian, penetapan, pengurusan dan pengelolaan BUM Desa didalam 

peraturan tersebut. Subsidiaritas BUM Desa juga dijalankan melalui penggunaan 

wewenang pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui Musyawarah 

Desa dalam mengembangkan prakarsa untuk pendirian, penetapan, pengurusan 

dan pengelolaan BUM Desa. 

  

4. Pendirian BUM Desa 

Pada prinsipnya pendirian BUM Desa merupakan salah satu pilihan Desa 

dalam gerakan usaha ekonomi Desa. Hal ini disebut dengan jelas pada UU No. 

32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang 

Desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah misalnya, pada 

pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, "Desa dapat mendirikan badan usaha milik 

desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Penegasan lebih terinci 

tentang keberadaan BUM Desa terdapat pada Bab X Pasal 87 ayat 1, Pasal 88 

ayat 1, Pasal 89, dan Pasal 90 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.  

Frasa Desa “dapat mendirikan BUM Desa” dalam peraturan perundang-

undangan tentang Desa tersebut menunjukkan adanya pengakuan dan peng-

hormatan terhadap prakarsa Desa dalam gerakan usaha ekonomi. Interpretasi 

sistem hukum terhadap peraturan perundang-undangan Desa melahirkan peta 

jalan (road map) pendirian BUM Desa. Dimana pendirian BUM Desa didasarkan 

atas prakarsa Desa yang mempertimbangkan; (a) inisiatif Pemerintah Desa 

dan/atau masyarakat Desa; (b) potensi usaha ekonomi Desa; (c) sumberdaya 

alam di Desa; (d) sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan 

(e) penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan 
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kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM 

Desa (Permendes No.4/2015).
 
 

Pada aras sistem hukum, prakarsa Desa tersebut memerlukan legitimasi 

yuridis dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dalam bentuk Perbup atau 

Perda yang mengatur tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Didalam peraturan perundangan 

tersebut hendaknya dicantumkan rumusan pasal-pasal (secara normatif) 

tentang: a) pendirian dan pengelolaan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang 

Kewenangan Lokal Berskala Desa bidang pengembangan ekonomi lokal Desa; 

dan b) penetapan BUM Desa ke dalam ketentuan tentang Kewenangan Lokal 

Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa.  

Langkah prosedural selanjutnya adalah penerbitan Perdes tentang 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

sebagai penjabaran isi Perbup/Perda tersebut dengan memasukkan pendirian, 

penetapan dan pengelolaan, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa 

setempat. Di lain pihak, pada aras sistem teknokratik, kehadiran peraturan 

perundang-undangan baik Perbub, Perda atau Perdes tentang Daftar 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 

yang memuat BUM Desa tersebut harus sinkron pula dengan isi RPJM Desa, 

RKP Desa dan APB Desa yang juga mencantumkan BUM Desa dalam 

perencanaan bidang pelaksanaan pembangunan Desa (item: rencana kegiatan 

pengembangan usaha ekonomi produktif).  

Beranjak dari tafsir ketentuan tersebut diatas, sejatinya logika pendirian 

BUM Desa harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semangat pendirian BUM Desa paska 

diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar bagi 

perekonomian desa. Desa yang selama ini selalu dikonotasikan sebagai daerah 

yang kurang berkembang, berkesempatan untuk merubah wajahnya menjadi 

lebih mandiri dan sejahtera. Selanjutnya yang penting dicatat dalam kaitan ini, 

meski setiap Desa dapat mendirikan BUM Desa tetapi harus disadari bahwa 

pendirian BUM Desa harus atas prakarsa masyarakat dan didasarkan pada 

potensi yang dapat dikembangkan dengan menggunakan sumberdaya lokal dan 
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terdapat permintaan pasar. Artinya bentuk atau kegiatan BUM Desa dapat 

beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan 

karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa 

(Ridlwan, 2014).  

Tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran 

kepada masyarakat desa melalui pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah 

kabupaten tentang arti pentingnya BUM Desa bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan 

dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi 

dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dan pemenuhan lainnya yang dapat 

memperlancar pendirian BUM Desa. Dengan kata lain pendirian BUM Desa 

bukan merupakan paket instruksional dari pemerintah pusat, provinsi, atau 

daerah. Karena cara demikian dikhawatirkan dapat menjebak BUM Desa dalam 

ketergantungan dan berjalan tidak sebagaimana yang diamanatkan oleh 

undang-undang. 

Sejak agenda pembentukan BUM Desa menjadi prioritas kebijakan 

pemerintah, jumlah BUM Desa menanjak tajam dari 1.022 unit pada tahun 2014 

lalu menjadi 50.199 unit pada 2019. Jumlah BUM Desa terus meningkat setiap 

tahunnya (lokadata.id, 2020). Pertumbuhan BUM Desa yang terus meningkat 

setiap tahunnya merupakan indikator kongkrit usaha pemerintah dalam me-

wujudkan nawacita “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” (kompas.com, 

2014), yang dulu difokuskan pada pusat daerah atau pusat kota sekarang sudah 

mulai beralih ke pinggiran dan desa-desa. Pembentukan BUM Desa 

dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat desa terutama dalam bidang 

ekonomi dengan cara menyesuaikan antara sistem yang ada di masyarakat 

dengan badan usaha yang akan dijalankan.  

Dalam kaitannya dengan pembentukan BUM Desa, Yustina dan Purbantara 

(2019) menegaskan setelah semua persyaratan BUM Desa termasuk kajian 

kelayakan usaha dan musyawarah desa dipersiapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat desa, pembentukan BUM Desa dapat dilakukan dengan langkah-

langkah yaitu: Pertama, Pembentukan Tim Persiapan Pembentukan BUM Desa; 
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Kedua, Sosialisasi BUM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa atau 

narasumber dari luar desanya; Ketiga, Persiapan penyusunan AD/ART BUM 

Desa beserta draft Peraturan Desanya; dan Keempat, Persiapan musyawarah 

desa dalam rangka pembentukan BUM Desa  

Disamping itu penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

(AD/ART) BUM Desa dan Draft Peraturan Desa merupakan hal yang harus 

diperhatikan sebelum menjalankan usaha BUM Desa. Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pelaksana Operasional BUM Desa wajib 

menyusun dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 

setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa. 

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan dua 

hal yang berbeda namun saling terkait. Anggaran Dasar (AD) adalah susunan 

aturan yang membahas hal-hal pokok tentang organisasi. Sedangkan Anggaran 

Rumah Tangga mempunyai fungsi sebagai pelengkap atau mengatur hal-hal 

yang belum diatur dalam Anggaran Dasar. AD/ART menjadi acuan pengurus/ 

pengelola BUM Desa dalam menjalankan kewajiban tugasnya. Beberapa poin 

yang harus dicantumkan pada AD/ART BUM Desa antara lain: 1) Nama dan 

tempat kedudukan; 2) Azas, Maksud dan Tujuan; 3) Kegiatan dan Jenis Usaha; 

4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola; 5) Tata Cara Pengangkatan 

dan Pemberhentian Pengelola; 6) Permodalan; 7) Sistem Pertanggungjawaban 

dan Pelaporan; 8) Hak dan Kewajiban Pengelola; 9) Penghasilan dan 

Penghargaan; 10) Bagi hasil dan Rugi; dan 11) Sistem Pengawasan Internal. 

  

5. Pelembagaan BUM Desa 

Merujuk pada penjelasan pasal 87 UU Desa No. 6 tahun 2014, secara 

spesifik kelembagaan hukum BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan 

hukum lain seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Memperhatikan 

ketentuan tersebut diketahui bahwa pembentukan BUM Desa tidak secara 

otomatis menegaskan status kelembagaan hukumnya, kecuali kemudian 

diproses lebih lanjut menjadi PT, CV, atau koperasi. Problem kelembagaan ini 

terjawab dengan terbitnya UU Cipta Kerja No. 12 Tahun 2020, khususnya pasal 
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117 yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-

desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi 

dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Keluarnya UU Cipta 

Kerja pasal 117 tersebut menegaskan legal standing dari BUM Desa, sehingga 

BUM Desa memiliki kedudukan yang sah di depan hukum untuk bermitra secara 

setara dengan badan hukum lain baik dalam melakukan kerjasama bisnis, 

menjangkau modal perbankan, serta perluasan usaha.  

Dengan kekuatan legal standing tersebut, keberadaan BUM Desa sebagai 

badan usaha bercirikan desa diharapkan dapat dikembangkan secara optimal 

untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa sekaligus memenuhi 

kebutuhan masyarakat Desa. Karenanya BUM Desa juga dapat melaksanakan 

fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 

Dalam konteks inilah, secara prosedural pendirian BUM Desa memerlukan 

langkah-langkah pelembagaaan secara partisipatif, dengan satu tujuan agar 

agenda pendirian BUM Desa benar-benar sejalan dengan denyut nadi usaha 

ekonomi Desa dan demokratisasi Desa. Menurut Putra (2015:28-40), langkah-

langkah pelembagaan BUM Desa adalah sebagai berikut:  

Pertama, sosialisasi tentang BUM Desa. Inisiatif sosialisasi kepada 

masyarakat Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, KPMD (Kader 

Pemberdayaan Masyarakat Desa)1 baik secara langsung maupun bekerjasama 

dengan (i) Pendamping Desa yang berkedudukan di kecamatan, (ii) Pendamping 

Teknis yang berkedudukan di kabupaten, dan (ii) Pendamping Pihak Ketiga 

(LSM, Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan atau perusahaan).  

Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat Desa dan kelembagaan 

Desa memahami tentang apa BUM Desa, tujuan pendirian BUM Desa, manfaat 

pendirian BUM Desa dan lain sebagainya. Keseluruhan Pendamping maupun 

                                       
1 Pasal 4 jo. Pasal 9 Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa 

(KPMD) berkedudukan di Desa, diadakan melalui mekanisme Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan 
Kepala Desa. Ditetapkannya KPMD melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi keputusan yang menyangkut 
nama person/subjek hukum dan bersifat beschikingen dan (ii) ketentuan Pasal 97 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam UU a quo berlaku secara 
mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa. 
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KPMD melakukan upaya inovatif-progresif dalam meyakinkan masyarakat 

bahwa BUM Desa akan memberikan manfaat kepada Desa. Hasil sosialisasi 

yang memuat pembelajaran dari BUM Desa dan kondisi internal-eksternal Desa 

dapat dibantu perumusannya oleh para Pendamping. Substansi sosialisasi 

selanjutnya menjadi rekomendasi pada pelaksanaan Musyawarah Desa yang 

mengagendakan pendirian/pembentukan BUM Desa seperti yang terncantum 

dalam Pasal 88 dan 89 Permendesa PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata 

Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. sebagai
 

rekomendasi dari sosialisasi dapat menjadi masukan untuk:  

a. Rencana pemetaan aspirasi/kebutuhan masyarakat tentang BUM Desa oleh 

BPD dan nantinya akan menjadi pandangan resmi BPD terkait BUM Desa, 

dan;  

b. Bahan pembahasan tentang BUM Desa yang disiapkan oleh pemerintah 

desa dan akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD.  

 

Kedua, Pelaksanaan Musyawarah Desa. Musyawarah desa atau yang 

disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, 

dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal 

yang bersifat strategis, salah satunya adalah rencana pendirian atau 

pembentukan BUM Desa (pasal 2 Permendesa PDTT no. 2/2015). Secara 

praktikal, musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh 

Pemerintah Desa. Pelaksanaan tahapan musyawarah desa dalam rangka 

pendirian/ pembentukan BUM Desa dapat dielaborasi secara kooperatif, 

partisipatif, demokratis, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainable 

dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat secara mandiri.  

Salah satu tahapan dalam musyawarah desa yang penting adalah Rencana 

Pemetaan Aspirasi/Kebutuhan Masyarakat tentang BUM Desa oleh BPD. 

Anggota BPD dapat bekerjasama dengan para Pendamping untuk melakukan 

Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yakni:  

a. menemukan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan 

usaha/bisnis.  

b. mengenali kebutuhan sebagian besar warga desa dan masyarakat luar desa.  
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c. merumuskan bersama dengan warga desa untuk menentukan rancangan 

alternatif tentang unit usaha dan klasifikasi jenis usaha. Unit usaha yang 

diajukan dapat berbadan hukum (PT atau LKM) maupun tidak berbadan 

hukum. 

d. klasifikasi jenis usaha pada loksi desa yang baru memulai usaha ekonomi 

desa secara kolektif, disarankan untuk merancang alternatif unit usaha BUM 

Desa dengan tipe pelayanan (serving) atau bisnis sosial (social business) dan 

bisnis penyewaan (renting). Kedua tipe unit usaha BUM Desa ini relatif minim 

laba namun minim resiko kerugian bagi BUM Desa (Eko, 2013). 

 

Matriks 1. Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa 

Type Diskripsi Contoh Usaha 

Sarving BUM Desa menjalankan “bisnis sosial” yang 
melayani warga dengan cara melakukan 
pelayanan public kepada masyarakat. Dengan kata 
lain, BUM Desa ini memberikan sosial benefit 
kepada masyarakat, meskipun tidak memperoleh 
economic profit yang besar. 

Usaha air minum desa, usaha 
listrik desa, dan lumbung pangan 
desa. 

Banking BUM Desa menjalankan “bisnis uang”, yang 
memenuhi kebutuhan kuangan masyarakat desa 
dengan bunga yang lebih rendah dari bunga yang 
didapatkan dari renternir desa atau bank 
konvesional-2 lainnya. 

Bank/lembaga perkreditan desa 
atau lembaga keuangan mikro 
desa. 

Renting BUM Desa menjalankan bisnis penyewaan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan 
sekaligus untuk mempereloh pendapatan desa. 

Persewaan traktor, perkakas 
pesta, gedung pertemuan, rumah 
toko, lahan, dan sebagainya. 

Brokering BUM Desa menjadi lembaga perantara yang 
menghubungkan komoditas pertanian dgn pasar 
atau agar para petani tidak kesulitan menjual 
produk mereka ke pasar. Atau BUM Desa menjual 
jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha 
masyarakat. 

Jasa pembayaran listrik sekaligus 
Desa dapat mendirikan pasar desa 
untuk pasarkan produk yang 
dihasil kan masyarakat. 

Trading BUM Desa menjalankan bisnis yang memproduksi 
dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat maupun 
dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas. 

Pabrik es, pabrik asap cair, hasil 
pertanian, saprodi pertanian, dll. 

Holding BUM Desa sebagai “Usaha Bersama” atau sebagai 
induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana 
masing-masing unit berdiri sendiri, diatur dan ditata 
sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha 
bersama. 

Kapal desa berskala besar untuk 
mengorganisir atau mewadahi 
nelayan-nelayan kecil serta bisa 
membuat Desa wisata yang 
mengorganisir berbagai usaha 
masyarakat, misalnya: makanan, 
kerajinan, sajian wisata, kesenian, 
penginapan dll. 

 
Sumber : Sutoro Eko bersama Tim FPPD, “Policy Paper: Membangun BUM Desa yang Mandiri, 

Kokoh dan Berkelanjutan,” 2 Desember 2013. 
 

e. organisasi pengelola BUM Desa termasuk didalamnya susunan 

kepengurusan (struktur organisasi dan nama pengurus). Struktur organisasi 
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menjadi bahan pembahasan dalam musyawarah desa dan nantinya akan 

menjadi bagian substantif dalam Perdes tentang Pendirian BUM Desa. 

Adapun susunan nama pengurus BUM Desa dipilih langsung dalam 

musyawarah desa agar pengurus/pengelola BUM Desa mendapat legitimasi 

penuh dari warga Desa. Kesepakatan atas subjek/orang dalam susunan 

kepengurusan BUM Desa selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala 

Desa.2
 
Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari 

Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas. Penamaan susunan 

kepengurusan dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang 

dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyonan.  

f. modal usaha BUM Desa. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. 

Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal 

masyarakat desa.  

g. rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. 

AD/ART dibahas dalam musyawarah desa dan hasil naskah AD/ART itu 

ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) 

PP Desa. AD/ART dalam Pasal 5 Permendesa BUM Desa merupakan norma 

derivatif dari Pasal 136 ayat (4) PP Desa, sehingga AD/ART tersebut dibahas 

dalam musyawarah desa agar prakarsa masyarakat desa tetap mendasari 

substansi AD/ART. Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan 

dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes tentang pendirian 

BUM Desa. Disisi lain, spirit Permendesa berupaya menguatkan posisi/ 

kedudukan AD/ART secara deliberatif melalui musyawarah desa. Oleh 

karenanya, substansi AD/ART langsung menjadi isi kebijakan dalam Perdes 

pendirian BUM Desa tersebut. AD/ART menjadi lampiran (bagian tak 

terpisahkan) dari Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Ketika BUM Desa 

ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUM Desa oleh Perdes 

Pendirian BUM Desa tersebut.  

                                       
2 Ditetapkannya subjek/orang dalam susunan kepengurusan melalui Keputusan Kepala Desa didasari oleh (i) isi 

keputusan yang menyangkut nama person/subjek hukum dan bersifat beschikingen dan (ii) ketentuan Pasal 97 UU No. 
12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur 
dalam UU a quo berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa.  
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h. pokok bahasan opsional tentang rencana investasi Desa yang dilakukan oleh 

pihak luar dan nantinya dapat dikelola oleh BUM Desa. 

 

Tahapan Musyawarah Desa terkait Pendirian dan Pembentukan BUM Desa 

Tahapan Musdes Agenda Pendirian dan Pembentukan BUM Desa 

Pertama, Tahap Penyiapan Musdes 

1. Perencanaan kegiatan BPD Menyusun rencana pemetaan aspirasi masyarakat terkait BUM 
Desa. Rancangan isi untuk pemetaan aspirasi/kebutuhan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
● Pendirian BUM Desa sesuai kondisi ekonomi dan sosial budaya 

masyarakat 
● Organisasi pengelola BUM Desa (struktur organisasi dan susunan 

nama pengelola) 
● Modal usaha BUM Desa, dan 
● Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa 
● Catatan Opsional: rencana investasi yang dapat dikelola BUM Desa 

2. Penyusunan bahan 
pembahasan 

● Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal BUM 
Desa yang akan dibahas dalam Musdes  

● BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat mengenai BUM 
Desa dengan melibatkan KPMD dan para Pendamping  

● BPD melakukan rapat anggota untuk merumuskan Pandangan 
Resmi tentang BUM Desa  

● Pandangan resmi BPD tentang BUM Desa dimasukkan ke dalam 
Berita Acara tentang hasil rapat anggota BPD  

● BPD menyampaikan surat kepada Pemdes perihal fasilitasi 
penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang penyiapan Bahan 
Pembahasan tentang BUM Desa untuk menanggapi “Berita Acara 
Pandangan Resmi” dari BPD  

● Pemdes memfasilitasi Musdes dengan mempersiapkan Bahan 
Pembahasan terkait BUM Desa  

● Bahan Pembahasan disampaikan Kepala Desa kepada BPD  

3. Pembentukan dan 
penetapan panitia 

BPD membentuk dan menetapkan paniyia musyawarah desa 
berdasarkan rencana kegiatan (termasuk didalamnya rencana 
pembahasan BUM Desa) 

4. Penyiapan jadwal 
kegiatan, tempat, 
sarana/prasarana 

Panitia musyawarah desa mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan 
sarana-prasarana musyawarah desa terkait dengan pembahasan BUM 
Desa 

5. Penyiapan dana ● Pemerintah desa memfasilitasi muswarah desa dengan 
menyediakan dana penyelenggaraan kegiatan musyawa rah desa 

● Pendanaan penyelenggaraan musyawarah desa merupakan bagian 
tak terpisahkan dari belanja operasional BPD 

6. Penyiapan susunan 
acara dan media 
pembahasan 

Panitia musyawarah desa mempersiapkan susunan acara dan media 
pembahasan berdasarkan materi dalam bahan pembahasan (Pemerintah 
Desa) & pandangan resmi (BPD) terkait BUM Desa 

7. Pengundangan peserta, 
undangan, dan 
pendamping 

● Peserta musyawarah desa berasal dari Pemdes, BPD, unsur 
masyarakat desa, undangan (bukan warga desa), dan para 
pendamping atas undangan Ketua BPD 

● Panitia musyawarah desa menetapkan jumlah peserta, undangan, 
dan para pendamping yang hadir dalam musyawarah desa 
melakukan registrasi dan mengutamakan unsur masyarakat yang 
berkepentingan langsung dengan BUM Desa 

● Panitia Musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara 
resmi (surat ditandatangani Sekretaris BPD selaku ketua Panitia 
Musdes) dan undangan tidak resmi (media publik) 

● Warga Desa mendaftarkan diri kepada Panitia Musdes agar memiliki 
hak suara dalam pengambilan keputusan. 

● Kepala Desa, anggota BPD dan perangkat Desa yang berhalangan 
hadir harus diinformasikan terbuka kepada peserta Musdes. Kepala 
Desa yang berhalangan dapat diwakilkan kepada Sekdes/ Perangkat 
Desa yang ditunjuk secara tertulis. 
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Kedua, Tahapan Musawarah Desa 

1. Pimpinan, Sekretaris, 
dan Pemandu Acara 
Musdes 

● Ketua BPD Bertindak Selaku Pimpinan Musdes 
● Anggota BPD, KPMD Dan/Atau Unsur Masyarakat Yang 

Berkepentingan Langsung Dengan BUM Desa Yang Merupakan 
Bagian Dari Panitia Musdes, Bertindak Selaku Sekretaris Musdes 
dan Pemandu Acara Musdes 

2. Pendaftaran peserta Peserta menandatangai daftar hadir. Musdes dimulai jika daftar hadir 
telah ditandatangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan 
sebagai peserta musdes 

3. Penjelasan susunan 
acara 

● Sekretaris BPD selaku Ketua Panitia Musdes membacakan susunan 
acara pembahasan BUM Desa 

● Musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh Pemimpin Musdes 

4. Penundaan kegiatan Dilakukan bila peserta tidak hadir kuorum 

5. Penjelasan materi 
pembahasan 

● Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang BUM Desa 
● BPD menjelaskan pandangan resmi terkait BUM Desa 
● Unsur Pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terkait BUM 

Desa 
● Pihak luar desa menyampaikan kepentingan dan agendanya terkait 

BUM Desa 

6. Tatacara 
pemusyawaratan 

 

Etiket penyampaian pendapat dalam forum 

7. Pendamping Desa ● Memberikan informasi yang lengkap tentang BUM Desa 
● Mengklarifikasi arah pembucaraan agar tetap terarah pada pokok 

pembicaraan terkait BUM Desa 
● Membantu mencarikan jalan keluar terkait BUM Desa 
● Mencegah terjadinya konflik antar peserta 

8. Undangan, Peninjau 
dan Wartawan 

Tata cara undangan, peninjau, dan wartawan ketika mengajukan 
pendapat dalam musyawarah desa 

9. Risalah, catatan, dan 
laporan singkat 

Sekretaris Musdes menyusun Risalah Musdes yang berisi tentang BUM 
Desa dan prosedur pelaksanaan Musdes. Risalah Musdes tentang BUM 
Desa diumumkan ke publik. Catatan (notulensi) dan laporan singkat 
terkait BUM Desa disusun Sekretaris Musdes dan dibantu tim perumus 

10. Penutupan acara 
musdes 

Penyampaian dan kesepakatan terhadap catatan sementara dan laporan 
singkat terkait BUM Desa 
 

Ketiga, Tahap Mekanisme Pengambilan Keputusan 

1. Mufakat Pengambilan keputusan diutamakan berdasarkan mufakat terkait BUM 
Desa 

2. Suara terbanyak Pengambilan suara terbanyak secara terbuka dilakukan terkait kebijakan 
tentang BUM Desa dan pengambilan suara terbanyak secara tertutup 
menyangkut nama orang (susunan pengurus) 

3. Penetapan keputusan Hasil keputusan musyawarah desa tentang BUM Desa dituangkan dalam 
Berita Acara 

4. Tindak lanjut keputusan 
musdes 

Hasil musyawarah desa dijadikan dasar oleh BPD dan Pemdes dalam 
penyusunan Perdes tentang Pendirian BUM Desa (Lampran AD/ART 
sebagai bagian tak terpisahkan dari Perdes) serta terkait susunan nama 
pengurus yang telah dipilih dalam musyawarah desa, dijadikan dasar 
oleh Kepala Desa dalam penyusunan Surat Keputusan Kepala Desa 
tentang susunan pengurus BUM Desa 

5. Penyelesaian 
perselisihan 

Difasilitasi dan diselesaikan oleh Camata tau sebutan lainnya 

Sumber: Anom Surya Putro, 2015, Bada Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa, Jakarta: 

Kemendes PDTT 

 

Ketiga, Penetapan Perdes tentang Pendirian BUM Desa (Lampiran: AD/ART 

sebagai bagian tak-terpisahkan dari Perdes). Susunan nama pengurus yang 
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telah dipilih dalam musyawarah desa, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam 

penyusunan surat keputusan Kades tentang Susunan Kepengurusan BUM Desa.  

 

6. Pengelolaan BUM Desa  

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa BUM 

Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum 

sesuai peraturan perundang-undangan (ps. 87 ayat 3), yang dikelola dengan 

semangat kekeluargaan dan gotong-royong (ps. 87 ayat 2). Hasil usaha BUM 

Desa tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk pengembangan usaha (ps. 89 

ayat 1) dan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, serta 

pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan 

kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (ps. 89 ayat 2). 

Desain pengelolaan BUM Desa melalui model social enterprise dengan 

karakteristik hibrid (sosial dan bisnis) ini memiliki tantangan dalam hal tata kelola 

yang unik, yaitu cara menangani masalah trade off antara aktivitas sosial dan 

aktivitas komersial, serta cara aktivitas menghasilkan pendapatan dan 

keuntungan tanpa mengurangi aspek sosialnya (Ebrahim et al., 2014). Selain 

menyelaraskan dimensi aktivitas sosial dan aktivitas komersial, sebagimana 

diusulkan oleh Pestoff dan Hulgård (2015), tata kelola usaha model social 

enterprise mengedepankan tata kelola partisipatif yang melibatkan semua 

stakeholder. Apabila dikaitkan dengan keberadaan BUM Desa, partisipatory 

governance diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam proses 

pendirian, pengembangan, maupun pengawasan BUM Desa. 

Dalam kaitan ini prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa penting untuk 

dipahami oleh semua stakeholders, baik dari unsur pemerintah maupun 

masyarakat. Ada enam prinsip dalam mengelola BUM Desa yaitu: (1) kooperatif, 

(2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel dan (6) sustainabel 

(Purnomo, 2016). Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat dan 

pemangku kepentingan (stakeholders) di dalam pengelolaan BUM Desa perlu 

memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. 

Partisipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUM Desa bersedia 
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secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengambilan 

keputusan yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Emansipatif 

bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUM Desa harus diperlakukan sama 

tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Akuntabel bermakna bahwa 

seluruh kegiatan BUM Desa harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis 

maupun administratif. Sedangkan sustainabel bermakna kegiatan usaha yang 

ada harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah 

BUM Desa.  

Agar BUM Desa dapat dikelola sebagaimana prinsip-prinsip tersebut, maka 

berbagai komponen masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar 

dapat menerima gagasan baru tentang eksistensi lembaga ekonomi yang 

memiliki dua fungsi yaitu sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 

(commercial institution) dalam hal ini adalah BUM Desa. Dengan tetap 

berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. 

Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, 

pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, tokoh 

masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan) (Ridlwan, 

2014). Dengan cara demikian keberadaan BUM Desa, diharapkan mampu 

mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Sementara peran 

pemerintah desa adalah membangun relasi dengan masyarakat untuk 

mewujudkan pemenuhan standar pelayanan minimal, sebagai bagian dari upaya 

pengembangan komunitas (development based community) desa yang lebih 

berdaya (Karim, 2019). 

Sementara itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa, juga harus 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa sehingga fungsi dari BUM Desa bisa 

berjalan secara optimal. BUM Desa sebagai salah satu badan usaha yang 

membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa 

memiliki beberapa fungsi diantaranya : a) fungsi ekonomi artinya BUM Desa yang 

dibentuk dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, 

dikelola berdasarkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi 

salah satu sumber kegiatan ekonomi desa; b) fungsi sosial artinya BUM Desa 
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harus berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam 

penyediaan pelayanan sosial; c) fungsi kesejahteraan masyarakat, artinya 

sebagai lembaga komersil BUM Desa membuka ruang lebih luas pada 

masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka 

lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa (Pelayanpublik.id, 

2020). Dalam menjalankan fungsi BUM Desa sebagaimana mestinya pengelola 

harus saling bekerjasama dengan masyarakat desa baik dalam pengelolaan 

ataupun dalam pengawasan sehingga apa yang diharapkan nanti dapat 

terlaksana dengan baik. 

Pengelolaan BUM Desa yang baik akan menjadikan Desa dimana BUM 

Desa tersebut berdiri menjadi desa yang mandiri. Kemandirian desa sebagai 

target penting dalam pembangunan desa, sehingga dengan desa yang mandiri 

memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia di 

desa. Desa yang mandiri yang dikelola oleh sumber daya manusia yang 

berkualitas memberikan dampak kualitas pada pembangunan desa, meningkat-

kan kualitas pendidikan masyarakat, meminimalisir migrasi dari desa ke kota, 

penguatan terhadap kesehatan masyarakat, dan dampak yang diharapkan, yaitu 

terhadap pembangunan secara nasional (Chikmawati, 2019). 

Selanjutnya manajemen badan usaha termasuk BUM Desa harus dilakukan 

secara professional, melibatkan ahli pada bidang yang terdapat pada badan 

usaha tersebut. Dalam kaitan ini sumber daya manusia pengelola BUM Desa 

harus di utamakan berasal dari dalam desa dimana BUM Desa tersebut didirikan, 

namun apabila sumber daya manusia yang ada di desa tersebut tidak memiliki 

kecakapan atas pengelolaan BUM Desa maka perlu adanya pengelola 

professional yang berasal dari luar desa tersebut agar terwujudnya BUM Desa 

yang benar benar dapat meningkatkan perekonomian desa.  

Karena BUM Desa berbeda dengan lembaga ekonomi yang bersifat 

komersial lainnya, maka setidaknya ada 10 ciri utama yang membedakan yaitu: 

a. Badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola secara Bersama modal 

usahanya berasal dari 51% desa dan 49% masyarakat yang dikumpulkan 

melalui sistem penyertaan modal (saham atau andil). 
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b. BUM Desa dijalankan atas dasar asas kekeluargaan dan gotongroyong serta 

berakar dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dimasyarakat (lokal 

wisdom). 

c. Bidang usaha yang dijalankan oleh BUM Desa selalu didasarkan pada 

pengembangan potensi desa secara umum dan hasil informasi pasar yang 

menopang kehidupan ekonomi masyarakat desa. 

d. Pemberdayaan tenaga kerja dalam BUM Desa selalu mengedepankan 

tenaga kerja potensial yang ada di desa (masyarakat desa). 

e. Profit atau keuntungan yang diperoleh BUM Desa ditujukan sebagai 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan atau penyerta modal. 

f. Pada saat pengambilan keputusan atau kebijakan ataupun penyelesaian 

masalah, BUM Desa melakukan hal tersebut dengan jalan musyawarah. 

g. Peraturan ataupun kebijakan yang ada di dalam BUM Desa dilaksanakan 

sebagai kebijakan desa (village policy). 

h. BUM Desa sebagai usaha yang dimiliki oleh desa difasilitasi oleh Pemerintah, 

baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa. 

i. Dalam melaksanakan kegiatannya, BUM Desa diawasi secara Bersama oleh 

Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta anggota BUM Desa. 

j. BUM Desa merupakan usaha bersama dan dikelola secara bersama yang 

diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa dan kehadiran BUM 

Desa hanya ada di desa. (Muaddab, 2009) 

 

7. Transformasi dari BUM Desa Menuju BUM Desa Bersama 

Sebelum BUM Desa hadir menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa, beberapa program pemberdayaan ekonomi berbasis 

masyarakat telah hadir di desa. Sebut saja seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK) 

PNPM Mandiri Perdesaan yang saat ini secara nasional nilainya mencapai 

kurang lebih Rp 10,450 trilyun (sepuluh trilyun empat ratus lima puluh milyar 

rupiah). Pelaksanaan dana bergulir ini masih tersebar di 5.300 (lima ribu tiga 

ratus) kecamatan, 401 (empat ratus satu) kabupaten, 1 (satu) kota, dan 33 (tiga 

puluh tiga) provinsi (Putra, 2015). Adalah tugas pemerintah untuk men-

tranformasikan keberadaan UPK PNPM-Mandiri berbasis pedesaan ke dalam 
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sistem kebijakan berdasar UU Desa, misalnya diintegrasikan sebagai modal 

pendirian BUM Desa bersama melalui musyawarah desa. 

Disamping itu ada unit aktivitas ekonomi lainnya yaitu keberadaan Bank 

Kredit Desa (BKD) yang juga hadir di tengah-tengah masyarakat desa sebelum 

kehadiran BUM Desa. Penting mempertimbangkan keberadaannya sehingga 

operasinya di desa tidak tumpang tindih dengan kehadiran BUM Desa yang 

menjadi prioritas pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu opsi kebijakan 

yang dapat diambil dalam mempertimbangkan keberadaan BKD adalah 

melakukan transformasi BKD (Bank Kredit Desa) menjadi LKM (Lembaga 

Keuangan Mikro) dalam kedudukannya sebagai salah satu unit usaha BUM 

Desa. Tentu untuk menjaga statusnya sebagai asset desa, maka kepemilikan 

saham mayoritas ada pada BUM Desa yang ditunjuk mewakili kepentingan desa 

yaitu sebesar 60% dari total saham (Putra, 2015).  

Terkait dengan kedua permasalahan tersebut, Undang-Undang Desa 

menyediakan jalan keluarnya sebagaimana tersebut pada pasal 76 ayat 2 dan 3 

yang menyatakan bahwa berbagai bentuk hibah dan sumbangan atau yang 

sejenis serta kekayaan milik pemerintah atau pemerintah daerah berskala lokal 

yang ada di desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada desa. Melalui pintu 

pasal 76 UU desa tersebut proses transformasi keduanya menuju BUM Desa 

sangat strategis dilakukan guna mengintegrasi kan potensi desa untuk 

peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai mekanisme kelokalan yang ada 

(musyawarah desa) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Merujuk realitas lokus UPK PNPM-Mandiri yang ada di tingkat kecamatan 

tetapi berbasis pedesaan serta urgensi untuk mendorong akselerasi pencapaian 

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan BUM Desa yang ada, maka 

BUM Desa bersama bisa menjadi solusi strategis yang penting untuk 

dipertimbangkan. Menurut Dirjen PKP (2017) usaha skala lokal berbasis Desa 

yang dijalankan BUM Desa mulai tumbuh pasca berlakunya UU No. 6/2014 

Desa. Selain BUM Desa yang tumbuh pada skala desa, UU Desa juga 

memberikan ruang dan kesempatan kepada 2 (dua) Desa atau lebih menjalin 

kerjasama, termasuk membangun BUM Desa Bersama sebagaimana 

diamanatkan dalam pasal 92 ayat 6 UU Desa dan pasal 141 PP 43 tahun 2014 
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sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 6/2014 tentang Desa mengenalkan 

istilah hukum “BUM Desa Bersama”. 

Pendirian BUM Desa Bersama sebagai basis pengembangan ekonomi 

masyarakat Desa di kawasan perdesaan (beranggotakan dua desa/lebih) sampai 

saat ini memang masih menghadapi banyak kendala. Kendala itu antara lain 

ketidakpahaman para pihak akan keberadaan BUM Desa Bersama, mulai dari 

masalah regulasi, permodalan, pemilihan unit usaha, pembentukan kepengurus-

an, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan para pemangku kepentingan 

(stakeholders), serta dukungan Desa dan pemerintah supradesa. Alasan sosial 

pendirian BUM Desa Bersama adalah kerjasama antar-Desa yang dilakukan 2 

(dua) Desa atau lebih sebagai peraturan pelaksana.  

Menurut Dirjen PKP (2017) pembentukan BUM Desa Bersama dapat 

dilakukan melalui tiga cara, yaitu: pendirian, penggabungan, atau peleburan. 

Pertama, pendirian BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama secara langsung 

didirikan untuk memberikan pelayanan usaha antar-Desa. Misalnya, 8 (delapan) 

Desa sepakat bekerjasama untuk mengelola potensi ekonomi, SDA, dan SDM 

melalui BUM Desa Bersama “Nusantara” di kecamatan Ngebel, Ponorogo, Jawa 

Timur. Istilah “pendirian BUM Desa Bersama” dalam norma Pasal 141 PP No. 

43/2014 jo. PP No. 47/2015 tidak mensyaratkan terbentuknya BUM Desa skala 

lokal Desa terlebih dahulu, tanpa meninggalkan alas sosial kerjasama antar 

Desa. Kedua, penggabungan BUM Desa Bersama. BUM Desa Bersama 

didirikan atas penggabungan BUM Desa skala lokal Desa. Misalnya, BUM Desa 

“Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin” bersepakat melakukan 

penggabungan aset/potensi ekonomi, SDA, dan SDM tertentu melalui BUM Desa 

Bersama “Sabuk Inten”. Eksistensi BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa 

“Sulur Ringin” tidak hilang. Ketiga, peleburan BUM Desa Bersama. BUM Desa 

Bersama didirikan atas peleburan 2 (dua) BUM Desa skala lokal Desa atau lebih. 

Misalnya, BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin” bersepakat 

untuk membentuk BUM Desa Bersama “Sabuk Inten” dengan konsekuensi 

pembubaran BUM Desa “Wringin Anom” dan BUM Desa “Sulur Ringin”.  
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8. Konsep Desa Membangun 

Merujuk pada Indeks Desa Membangun diketahui bahwa konsep desa 

membangun adalah salah satu paradigma pembangunan desa yang dijadikan 

acuan dalam upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masya-

rakat, salah satunya dilakukan melalui pegembangan BUM Desa. Terkait dengan 

pemahaman pembangunan desa yang menggunakan dua sisi pendekatan yaitu 

pendekatan “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”. Membangun desa 

adalah peran pemerintah, yang secara hirarki dimaksud kan untuk memberikan 

stimulant kebijakan top-down, sedangkan desa membangun adalah cara 

bagaimana agar masyarakat desa mampu berperan aktif dan berinisiatif untuk 

menjadikan desanya lebih baik dari yang suda ada, baik secara sosial, ekonomi, 

maupun lingkungan fisik. Oleh karena itu, mendirikan BUM Desa dalam peran 

sosial dan ekonomi bagi setiap desa merupakan anjuran yang mengikat. 

Pendekatan tersebut memberikan arah yang jelas kepada pemerintah untuk 

hadir dalam kerangka fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi menuju 

terciptanya Desa Mandiri. Kebijakan yang lahir tidak lagi dalam kapasitas 

mengendalikan dan mendikte, melainkan untuk memicu kreativitas asli Desa 

secara emansipatoris serta mengisi kebutuhan pembangunan yang belum 

mampu diselenggarakan sendiri oleh Desa. (Hamidi. et.al., 2015)  

Dalam konteks itulah dirumuskan Indeks Desa Membangun (IDM) yang 

meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama 

dalam proses kemajuan dan keberdayaan Desa yaitu meliputi aspek ketahanan 

sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya 

penguatan otonomi Desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan 

masyarakat Desa inilah yang akan menjadi tumpuan utama terjadinya proses 

peningkatan partisipasi yang berkualitas, peningkatan pengetahuan, dan 

peningkatan keterampilan, atau secara umum dapat disebut sebagai pening-

katan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa itu sendiri (Hamidi, et.al. 2015). 

Lebih lanjut Hamidi et.al. (2015) menegaskan Indeks Desa Membangun 

(IDM) dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pem-

bangunan Desa dan Kawasan Perdesaan, yakni mengurangi jumlah Desa 

Tertinggal sampai 5000 Desa dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 
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2000 Desa pada tahun 2019. IDM lebih menyatakan fokus pada upaya 

penguatan otonomi Desa. Banyak pihak telah memahami, UU Desa memberi 

inspirasi dan semangat perubahan menuju desa mandiri. Terkait Dana Desa 

misalnya, redistribusi asset negara yang bersumber dari APBN itu membuktikan 

mampu menggerakan perubahan di Desa. Pembangunan Desa tumbuh menjadi 

kehebatan dan semangat baru dalam kehidupan Desa. Berdasar UU Desa 

tersebut, perubahan kehidupan Desa digerakkan. Azas-azas yang menjadi dasar 

pengaturan Desa dalam UU Desa dikuatkan dengan penegasan tentang 

Kewenangan Desa.  

Kewenangan Desa itu sendiri dijelaskan meliputi kewenangan penye-

lenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Terkait dengan 

kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa, 

terutama tiga hal yang disebut terakhir, yakni: prakarsa masyarakat, hak asal usul 

dan adat istiadat Desa itu akan memperkuat pondasi otonomi Desa. IDM 

memandang penting prakarsa dan kuatnya masyarakat Desa dalam proses 

kemajuan dan keberdayaan kehidupan Desa yang di dalamnya memiliki 

ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Karena itu pengembangan Indeks Desa 

Membangun harus mampu menjangkau semua dimensi kehidupan Desa, yakni 

dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi atau lingkungan yang memberi jalan pada 

pembangunan Desa yang berkelanjutan yang lekat dengan nilai, budaya dan 

karakteristik Desa.  

Dalam kerangka pemahaman itulah, pendekatan Indeks Desa Membangun 

dikembangkan melalui tiga pilarnya yaitu : a) Jaring Komunitas Wiradesa; b) 

Lumbung Ekonomi Desa; dan c) Lingkar Budaya Desa. Dengan tiga (3) pilar 

tersebut diharapkan arah pengembangan program prioritas pembangunan desa 

untuk menguatkan langkah bagi kemajuan dan kemandirian Desa, sekaligus 

dikembangkan sebagai daya lenting dalam peningkatan kesejahteraan 

kehidupan Desa (Hamidi, et.al. 2015). Disinilah kehadiran dan eksistensi BUM 

Desa dalam peran sebagai lembaga sosial dan ekonomi bagi setiap desa atau 

bentuk embaga yang sejenis merupakan keniscayaan.  
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C. KAJIAN TERHADAP ASAS ATAU PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN 

PENYUSUNAN NORMA  

Berbeda dengan badan usaha lainnya yang bersifat murni profit oriented, 

BUM Desa memiliki karakteristik tersendiri dalam mengelola aktivitas usahanya 

dengan memprioritaskan pada pengelolaan sumber daya desa ataupun potensi 

desa sebagai upaya penyelesaian masalah masyarakat desa daripada sekedar 

untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Meski demikian berbagai aktivitas 

usaha yang dikelola BUM Desa tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah, 

melainkan menuntut kerja terstandart, professional, dan sesuai dengan kaidah-

kaidah pengelolaan usaha yang berlaku. 

Karena itulah sebagai bagian dari upaya memperkuat dan mengem-

bangkan BUM Desa baik sebagai lembaga sosial maupun lembaga ekonomi 

dikembangkanlah implementasi tata kelola BUM Desa yang baik (good corporate 

governance). Penerapan prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa yang baik dan 

didukung dengan regulasi yang memadai, akan mencegah terjadinya berbagai 

bentuk overstated, ketidakjujuran dalam financial disclosure yang merugikan 

para stakeholders, misalnya karena espektasi yang melampaui kinerja usaha 

yang sesungguhnya. (Tjager, et.al.) 

Untuk mewujudkan tata kelola BUM Desa yang baik sebagaimana 

dimaksud, berbagai peraturan perundangan-undangan menegaskan pentingnya 

BUM Desa dikelola dengan prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, 

musyawarah, ekonomi, sosial, transparansi, akuntable, independent, dan 

sustainable. Prinsip-prinsip pendirian dan pengelolaan BUM Desa tersebut 

penting untuk dielaborasi atau dijelaskan agar difahami dan dipersepsikan 

dengan cara yang sama oleh segenap stakeholders seperti Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Desa, BPD, anggota (penyerta modal), dan masyarakat desa.  

Menurut Purnomo (2016), ada enam prinsip dalam mengelola BUM Desa 

yaitu: (1) kooperatif, (2) partisipatif, (3) emansipatif, (4) transparan, (5) akuntabel 

dan (6) sustainabel. Kooperatif dimaknai bahwa semua pihak yang terlibat dan 

pemangku kepentingan (stakeholders) di dalam pengelolaan BUM Desa perlu 

memiliki kerjasama yang baik untuk pengembangan dan kelangsungan usaha. 

Partisipatif bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUM Desa bersedia 
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secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi dalam pengambilan 

keputusan yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Desa. Emansipatif 

bermakna semua pihak yang terlibat dalam BUM Desa harus diperlakukan sama 

tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Akuntabel bermakna bahwa 

seluruh kegiatan BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis 

maupun administratif. Sustainabel bermakna kegiatan usaha harus dapat 

dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUM Desa.  

Sementara itu dalam pandangan Sedesa.co.id, terdapat 9 (sembilan) 

prinsip yang penting dijadikan dasar dalam mendirikan dan mengelola BUM 

Desa, yaitu:  

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus mampu 

melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan 

hidup usahanya. Prinsip kooperatif ini selaras dengan jati diri atau cara hidup 

masyarakat desa yang kekeluargaan, saling membantu, dan gotong royong. 

Dalam hal ini, kerjasama atau gotong royong untuk mendirikan, mengembang 

kan, dan mengawal jalannya BUM Desa. 

2. Partisipatif. BUM Desa adalah Badan usaha Milik Desa, yang mana BUM 

Desa bukan milik individu atau kelompok. Dengan partisipasi, semua 

komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus bersedia secara sukarela 

atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong 

kemajuan usaha BUM Desa. Dengan prinsip partisipasi ini, maka pengurus 

BUM Desa dan mereka yang terlibat termasuk warga desa dapat 

berpartisipasi aktif dalam upaya menjalankan dan mengembangkan BUM 

Desa sukses. 

3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUM Desa harus 

diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. Prinsip 

emansipasi ini sangat penting, sebab dalam tubuh BUM Desa yang utama 

adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan satu dua orang atau 

golongan, sehingga tidak ada diskriminatif atas nama apapun. Dalam 

keragaman seperti ini, harus ada jaminan kesetaraan yang sama dalam BUM 

Desa. Penting adanya emansipatif, karena memang nilai ini yang menjadi ciri 
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khas dea sebagai wadah sosial. Begitu juga ketika akan mendirikan BUM 

Desa, semua sama rasa, sama rata. 

4. Musyawarah. BUM Desa dibentuk atas dasar musyawarah desa termasuk 

dalam menyelesaikan berbagai masalah strategis dalam pengelolaan dan 

pengembangan BUM Desa. 

5. Sosial dan ekonomi. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan 

desa yang dalam melaksanakan kegiatannya disamping membantu 

penyelengga raan pemerintah desa, juga untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi layanan jasa, 

perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. 

6. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat 

umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan 

mudah dan terbuka. Kegagalan BUM Desa adalah ketika pengurus tidak 

mampu menjalankan prinsip transparan, sehingga terjadi kecurigaan, dan 

pada akhir nya mesyarakat tidak percaya pada BUM Desa, jika hal ini terjadi 

maka BUM Desa akan kehilangan kekuatan sosialnya. Maka sangat penting, 

prinsip transparan ini difahami dan dijadikan acuan oleh pengurus dalam 

mengelola BUM Desa. 

7. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan 

secara teknis maupun administratif. Pertanggunjawaban pengelolaan BUM 

Desa adalah hal yang sangat penting. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pengurus. Karena itu 

penting bagi pengurus memiliki perhitungan matang dalam menjalankan 

aktivitas usahanya, yaitu sesuai tujuan dan rencana usaha yang telah 

ditetapkan bersama. 

8. Independen. BUM Desa sebagai badan usaha harus dikelola oleh seluruh 

komponen pengurus secara independen. Tidak boleh ada fihak manapun 

yang boleh melakukan intervensi atas pengelolaan BUM Desa baik itu Kepala 

Desa maupun komponen pemerintah desa lainnya. 

9. Sustainabel. Keberlanjutan menjadi salah satu tujuan pembangunan dunia 

hari ini, tak terkecuali dengan desa. Bahkan desa telah memiliki SDGs Desa 

yaitu tujuan pembangunan kelanjutan desa. Dengan prinsip ini, dimaksudkan 
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agar kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh 

masyarakat dalam wadah BUM Desa. Keberlanjutan atau kelestarian BUM 

Desa adalah hal ini yang harus pengelola pertimbangkan sejak awal, 

sehingga dalam memilih unit usaha BUM Desa harus mempertimbangkan 

prinsip ini, dengan demikian keberlangsungan dan kelestarian unit usaha dan 

BUM Desa dapat terwujud. 

 

Penting untuk difahami bahwa perlu adanya aspek transparansi atau 

keterbukaan yaitu adanya keterlibatan warga masyarakat mulai dari tahapan 

perencanaan BUM Desa, pelaksanaan kegiatan BUM Desa, pengawasan BUM 

Desa hingga keterlibatannya dalam mengkritisi laporan pertanggjawaban 

pengurus dalam rangka mendorong perkembangan dan kemajuan BUM Desa. 

 

D. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN BUM DESA, 

KONDISI BUM DESA YANG ADA, SERTA PERMASALAHAN YANG 

DIHADAPI MASYARAKAT TERKAIT BUM DESA. 

Dalam konteks pembangunan desa, Undang-Undang Nomor 6/2014 

tentang Desa menegaskan perlunya dua sisi pendekatan, yaitu pendekatan 

Membangun Desa dan Desa Membangun. Dengan pendekatan Membangun 

Desa dimaknai adanya peran pemerintah, yang secara hirarki diorientasikan 

untuk memberikan stimulan kebijakan secara top-down bagi pembangunan desa, 

sedangkan pendekatan Desa Membangun difahami sebagai cara bagaimana 

agar masyarakat desa mampu berperan aktif dan berinisiatif untuk menjadikan 

desanya lebih baik dari yang suda ada, baik secara sosial, ekonomi, maupun 

lingkungan fisik. Dalam konteks inilah BUM Desa hadir sebagai suatu bentuk 

pendekatan baru dalam usaha peningkatan derajat sosial-ekonomi desa.  

Sebelum berlakunya UU Desa, BUM Desa sebenarnya sudah menjadi 

alterative bagi pembangunan desa tetapi belum mendapatkan respon yang 

antusias. Setelah berlakunya UU desa no. 6 tahun 2014 sampai dengan tahun 

2018, secara nasional tercatat 57% atau 46 ribu unit dari 75 ribu desa di 

Indonesia telah mendirikan BUM Desa (Warsono, et.al., 2018:i-iv). Jumlah ini 

akan terus bertambah seiring komitmen pemerintah di semua level untuk 
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memperbaiki keberadaan BUM Desa sebagai penggerak ekonomi dan layanan 

sosial di desa. Respon yang kurang lebih sama terjadi di Ponorogo, dimana saat 

ini hampir semua desa di Ponorogo telah mendirikan BUM Desa tentu dengan 

berbagai kondisi dan tingkat perkembangannya.  

Sebagaimana amanat undang-udang, kehadiran BUM Desa pada dasarnya 

diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan perekonomian desa 

dengan dua fungsi yaitu sebagai lembaga sosial sekaligus lembaga komersial. 

Sebagai lembaga sosial, BUM Desa berpihak kepada kepentingan masyarakat 

melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai 

lembaga ekonomi (komersial), BUM Desa bertujuan mencari keuntungan untuk 

meningkatkan pendapatan desa (Ihsan, Setiyono, & Studies, 2018). Salah satu 

cara untuk menggerakan pembangunan perekonomian desa adalah dengan 

mengalokasikan dana hasil usaha BUM Desa kepada desa dan masyarakat desa 

sebagai salah satu upaya menggerakkan dan mempercepat pembangunan 

perekonomian desa. Alokasi dana hasil usaha BUM Desa bisa digunakan untuk 

pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, 

dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, 

dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (Menteri Desa, 2015). 

Dalam mengelola dan mengembangkan aset serta potensi yang ada di 

desa, BUM Desa merupakan pilihan pelembagaan ekonomi yang strategis. 

Karena basis pengelolaan BUM Desa adalah desa, bukan individu atau 

kelompok. Selain itu, hasil riset yang dilakukan oleh IRE menunjukkan bahwa 

BUM Desa sampai sejauh ini terbukti mampu mencegah munculnya ketegangan-

ketegangan atau potensi konflik antar warga ataupun antar kelompok warga. 

Sementara model usaha ekonomi bersama yang tidak dilembagakan lewat BUM 

Desa mudah memicu terjadinya perselisihan antar warga dan kelompok warga 

(Sunaji, dkk., 2015).  

Permasalahan utama dalam pengembangan BUM Desa adalah bagaimana 

desa dapat mewujudkan BUM Desa seperti yang dimandatkan Undang-Undang 

Desa, ditengah berbagai persoalan yang menghambat pengembangan BUM 

Desa seperti tertera pada gambar berikut. Policy brief berikut penjelasannya 
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dibawah ini disusun untuk mengidentifikasi berbagai persoalan dan alternatif 

solusi kebijakan dalam rangka transformasi ekonomi di desa melalui BUM Desa 

(Sukasmanto dan Matutu, 2016) 

Gambar : Peta Problem Pengembangan BUM Desa 

 

Sumber : Sukasmanto dan Matutu, 2016., Mengembangkan BUM Desaa untuk 

Transformasi Ekonomi Desa, Yogyakarta: Policy Brief, IRE, hal. 1 

 

Orientasi dan Pemosisian BUM Desa. BUM Desa mengalami perubahan 

orientasi dan kebijakan seiring dengan perkembangan kebijakan tentang desa. 

Pasca lahirnya UU Desa, kebijakan BUM Desa lebih berorientasi pada 

paradigma “Desa Membangun” dengan pengarusutamaan demokratisasi 

ekonomi desa melalui musyawarah desa. Berpijak pada asas rekognisi-

subsidiaritas dan kewenangan lokal berskala desa, beberapa desa pada hampir 

semua kabupaten di Indonesia telah mengembangkan BUM Desa yang bergerak 

dalam pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan ini beberapa BUM Desa di 

kabupaten Ponorogo yang mencatatkan kemajuan di antaranya adalah BUM 

Desa Ngabar kecamatan Siman dan BUM Desa Bringinan kecamatan Jambon 

telah berkembang sesuai orientasi diatas.  

•Belum adanya kejelasan dan 
kepastian tentang mekanisme 

dan prosedure penyertaan 
modal

•Ketidakjelasan regulasi    
badan hukum yang sesuai 
dengan misi yang diemban 
oleh BUM Desa
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kewenangan yang jelas atas 

aset-aset di desa untuk 
dikelola oleh BUM Desa

•Potensi dan aset desa belum 
dikelola untuk mengatasi         

problem sosial-ekonomi  di 
desa

•BUM Desa belum 
diorientasikan dan diposisikan 
sebagai badan usaha yang 
ditujukan untuk manfaat 
soaial dan ekologi daripada 
manfaat profit bisnis
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Sayang sementara ini orientasi pengelolaan BUM Desa masih ditujukan 

pada pertimbangan bisnis semata. Terutama mengejar pendapatan asli desa 

tanpa memperhatikan aspek sosial seperti pelayanan publik. Oleh karena itu, 

perlu ada kebijakan untuk reorientasi dan pemosisian BUM Desa agar terwujud 

transformasi ekonomi desa untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

desa. Misalnya merevisi Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, atau mener-

bitkan Peraturan Daerah dengan memasukkan prinsip dan azas pendirian serta 

pemilihan jenis usaha, antara lain tidak menyaingi usaha masyarakat, 

memberikan manfaat sosial, dan memiliki kepedulian, serta tanggung jawab 

sosial dan lingkungan. Pada level implementasi, perlu diintensifkan pembinaan 

atau pendampingan orientasi dan pemosisian BUM Desa.  

Kewenangan Desa atas Aset Desa. Aset dan potensi desa adalah basis 

pengembangan BUM Desa. Persoalannya banyak aset dan potensi, tetapi belum 

mampu dimaksimalkan oleh desa karena belum jelasnya kewenangan desa 

dalam pengelolaan asset tersebut. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap 

aset desa dan aset yang ada di desa, baik perorangan atau kelompok yang 

berkepentingan terhadap asset dimaksud. Pemerintah kabupaten / kota dan 

pemerintah desa harus segera menginventarisasi aset desa, berdasarkan 

ketentuan baru pasca berlalunya batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 

116 ayat (4) UU Desa (IRE, 2016). Hal lainnya yang penting mendapatkan 

perhatian pemerintah desa atau pemerintah yang lebih tinggi adalah bagaimana 

mengoptimasikan potensi asset yang ada di banyak desa eks program dalam 

menggerakkan perekonomian desa. Lembaga ekonomi BUM Desa Bersama, 

tentu menjadi solusi bagi banyak desa untuk mengelola potensi asset eks 

pogram dimaksud sehingga memberikan manfaat bagi pengembangan ekonomi 

desa. 

Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menghambat pengelolaan dan 

pemanfaatan aset desa dan aset yang ada di desa melalui BUM Desa. 

Berdasarkan kajian IRE, kondisi ini menimbulkan tiga macam respons, yaitu desa 

yang mengurungkan niatnya, menunggu regulasi, atau desa yang ‘nekat’ 

mengelolanya sembari berharap bila persoalan muncul maka nantinya dapat 

diselesaikan. BUM Desa Bleberan di Gunungkidul misalnya, berani mengelola 
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potensi air terjun dan goa yang terletak di area milik Perhutani, Sultan Ground, 

dan perorangan. Keberanian ini membawa konsekuensi munculnya kewajiban 

membayar sewa tahunan kepada Perhutani. Namun, tidak banyak desa yang 

memiliki keberanian seperti itu.  

Perdes kewenangan desa sebagai dasar pengelolaan aset desa belum 

disusun karena pemda kabupaten belum mengeluarkan perbup kewenangan 

desa. Akibatnya desa mengalami kebingungan dalam mengembangkan per-

ekonomian desa. Selain itu, banyak kebijakan sektoral yang bersentuhan dengan 

potensi pemanfaatan aset, namun tidak ramah pada desa. Sebagai contoh yaitu 

pengaturan tentang pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada PP No. 

12/2014 tidak mengakomodir kepentingan desa untuk mengelola melalui BUM 

Desa.  

Kepastian Status Hukum BUM Desa. Sebelum keluarnya Undang-

Undang Cipta Kerja, kedudukan hukum BUM Desa belum diatur secara lengkap 

dalam peraturan perundang-undangan yang ada terutama terkait pilihan bentuk 

badan hukum yang tepat bagi BUM Desa. Sampai dengan beberapa waktu 

terakhir, persoalan ini setidaknya menjadi bahan diskusi yang belum 

terselesaikan baik di tingkat desa maupun pemerintah daerah. Persoalan tentang 

pendirian memang sudah cukup jelas yaitu ditetapkan melalui Perturan Desa. 

Sebelum UU Cipta Kerja mengatur tentang bentuk badan hukum BUM Desa, 

banyak penafsiran beragam tentang bentuk badan hukum BUM Desa. Mulai dari 

tafsir bahwa yang berbadan hukum itu BUM Desa-nya dengan pilihan badan 

hukum perusahaan umum desa (perumdes) atau perseroan terbatas desa 

(persero desa), sementara Permendesa No. 4/2014 menyatakan bahwa yang 

berbadan hukum adalah unit usaha BUM Desa.  

Perbedaan penafsiran tersebut terjadi karena dalam UU Desa penjelasan 

pasal 87 ayat (1) dinyatakan bahwa BUM Desa secara spesifik tidak dapat 

disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. 

Kebutuhan akan legalitas sebagai badan hukum muncul ketika unit usaha BUM 

Desa berkembang dengan baik atau ketika terdapat persyaratan legalitas dalam 

hubungan bisnis dengan para pihak. Namun peraturan perundang-undangan 
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yang ada belum menetapkan pilihan badan hukum yang sesuai dengan misi BUM 

Desa dalam melakukan transformasi ekonomi di desa.  

Pilihan badan hukum usaha yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan hanya terbatas dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (Perum dan 

Persero), Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta (Perseroan Terbatas). 

Artinya pilihan bentuk badan hukum yang tersedia sementara itu adalah 

Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2007. Bentuk 

badan hukum perumdes atau persero desa dengan mengadopsi badan hukum 

BUMN pun tidak dapat diambil karena payung hukumnya hanya dibuat untuk 

BUMN. Meski demikian dalam praktiknya, sebagaimana terjadi di kabupaten 

Ponorogo terutama melalui tiga sampel di desa Ngabar, desa Bringinan, desa 

Morosari, payung hukum keberadaan BUM Desa didasarkan pada Peraturan 

Desa sehingga tidak mampu meng-cover berbagai permasalahan legalitas BUM 

Desa. (Ngabar, Bringinan, dan Morosari 2021). Oleh karena itu hadirnya UU 

Cipta Kerja yang menjadi payung kebijakan atas legalitas badan hukum BUM 

Desa sesuai konsep dan misi BUM Desa sebagai state owned enterprises harus 

dikawal dan dimplementasikan dengan baik. 

Penyertaan Modal BUM Desa. BUM Desa merupakan badan usaha di 

mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 

sehingga membutuhkan komitmen penyertaan modal (investment policy) desa. 

Bagaimana pemerintah desa mampu memenuhi target kepemilikan seluruh atau 

sebagian besar modal BUM Desa? Selain memanfaatkan aset-aset yang ada di 

desa, pemerintah desa harus mengalokasikan sumber keuangannya untuk 

penyertaan modal. Namun kebijakan yang secara jelas mengatur tentang 

prosedur dan mekanisme penyertaan modal oleh desa belum ada.  

Desa masih mengalami kebingungan dalam melakukan penyertaan modal 

karena belum ada aturan dan mekanisme penyertaan modal desa kepada BUM 

Desa. Pemda kabupaten harus mengeluarkan kebijakan tentang penyertaan 

modal desa untuk mengatasi kegamangan pemdes dalam menggunakan 

sumber-sumber keuangan desa sebagai penyertaan modal desa dengan 

mekanisme pembiayaan desa (Sukasmanto, 2015). Misalnya, pentingnya 
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peraturan daerah yang mengatur penyertaan modal, sumber penerimaan yang 

dapat digunakan untuk penyertaan modal, mekanisme pengambilan keputusan 

penyertaan modal, dan penganggaran. Desa membutuhkan panduan dalam 

pengambilan keputusan penyertaan modal untuk pengembangan BUM Desa.  

Sebagaimana hasil riset IRE diatas, kajian terhadap data hasil FGD dengan 

Komisi A DPRD Ponorogo dan wawancara dengan para pemangku kepentingan 

pengelolaan BUM Desa di Ponorogo seperti Bapemas dan beberapa pengelola 

BUM Desa di desa Ngabar, Bringinan, dan Morosari masalah tersebut juga terjadi 

di Ponorogo. Sementara masalah lainnya, sebagaimana temuan beberapa 

peneliti tentang BUM Desa di berbagai daerah lain seperti Nusrsetiawan (2018), 

Bahri (2017), Anggraeni (2017), Agunggunanto dkk (2016), dan Dewi & 

Development (2014) juga menyertai pengelolaan dan pengembangan BUM Desa 

di Ponorogo. 

Sesuai amanat undang-undang desa, sebagian besar desa di kabupaten 

Ponorogo memang telah mendirikan BUM Desa. Dari jumlah BUM Desa yang 

ada hanya sebagian kecil yang telah dikelola dengan baik seperti BUM Desa 

Ngabar dan BUM Desa Bringinan sehingga memberikan harapan bagi upaya 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi sebagaimana dinyatakan 

oleh Komisi A DPRD kabupaten Ponorogo serta hasil wawancara dengan para 

pemangku kepentingan menunjukkan sebagian besar BUM Desa yang ada, 

sejak didirikan sampai dengan sekarang, keberadaan dan aktivitasnya belum 

nampak apalagi memenuhi harapan sesuai tujuan pendiriannya (FGD Maret 

2021). 

Sejumlah masalah strategis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

memang menghambat kinerja BUM Desa di kabupaten Ponorogo. Beberapa 

masalah lainnya berikut ini juga melingkupi pengelolaan dan pengembangan 

BUM Desa di kabupaten Ponorogo. Pertama, rendahnya komitmen dan 

partisipasi para pemangku kepentingan. BUM Desa memang sudah dibentuk, 

harapan dan cita-cita atas kehadiranya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 

rakyat telah dicanangkan. Tetapi ketika komitmen dan partisipasi para pemangku 

kepentingan seperti Kades, BPD, dan Perangkat desa terbatas serta menyikapi 

kehadiran BUM Desa hanya sebagai formalitas pemenuhan undang-undang, 
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maka keberadaannya tidak akan mampu menggerakkan berbagai komponen 

masyarakat sebagaimana realitas kemacetan BUM Desa yang terjadi di desa 

Morosari kecamatan Sukorejo. 

Keadaan semakin parah ketika masyarakat juga masa bodoh, tidak mau 

tahu, dan merasa tidak ikut memiliki keberadaan BUM Desa karena terbatasnya 

informasi dan keterlibatan mereka. Disinilah pentingnya komitmen Kades dan 

BPD sebagai motor dan motivator untuk terus menerus mengkomunikasikan dan 

mensosialisasikan keberadaan BUM Desa. Peran kunci Kades dan BPD 

sebagaimana dimaksud kita temukan pada pengelolaan dan pengembangan 

BUM Desa di desa Ngabar dan desa Bringinan di kabupaten Ponorogo. 

Kedua, terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola. Sebagaimana 

disimpulkan dari hasil FGD dengan Komisi A DPRD kabupaten Ponorogo bahwa 

salah satu penyebab mandegnya pengelolaan BUM Desa di kabupaten 

Ponorogo disinyalir karena terbatasnya kemampuan SDM pengelola. Penegasan 

yang sama dinyatakan oleh Kades Bringinan dan Kades Morosari bahwa 

tantangan terbesar dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa adalah 

ketersediaan SDM pengelola dan kualitasnya dalam mengelolan BUM Desa 

secara professional. 

Fenomena banyaknya angka urbanisasi yang melibatkan anak muda desa 

yang terdidik menjadi faktor penyebab sulitnya mencari SDM pengelola BUM 

Desa yang sesuai persyaratan dan harapan. BUM Desa kemudian diurus dan 

dikelola oleh orang-orang tua (pensiunan) secara paruh waktu dengan 

kemampuan yang terbatas, sehingga jauh dari kebutuhan pengelolaan BUM 

Desa yang profesional. Kenyataan ini diperparah dengan rendahnya insentif 

yang dapat diterimakan pada jajaran pengelola atas jerih payahnya dalam 

mengelola dan mengembangkan BUM Desa. 

Solusinya tentu harus direkrut tenaga-tenaga mudah potensial yang 

bersedia bekerja penuh waktu, memiliki kapasitas manajerial BUM Desa, dan 

mendapatkan apresiasi yang memadai sesuai kinerjanya. Sementara terhadap 

para pengelola yang sudah ada penting untuk ditingkatkan kapasitasnya dalam 

mengelola BUM Desa sehingga mampu melakukan perencanaan, pengelolaan, 
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pengembangan produk, pemasaran, pencatatan keuangan sesuai standar 

akuntansi, mencari investor, dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan. 

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan BUM Desa merupakan aspek penting karena menjadi kunci 

hadirnya kepercayaan (trust) dari para pemangku kepentingan terutama masya-

rakat desa. Buruknya pengelolaan dan layanan BUM Desa berpeluang menjadi-

kan warga tidak percaya pada para pengurus serta pengelolaan BUM Desa, 

sehingga dapat memicu berbagai tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan BUM Desa mulai dari soal administrasi, SDM, keuangan, dan lain 

sebagainya. Masalah transparansi dan akuntabilitas sesungguhnya paralel 

dengan ketersediaan SDM yang memiliki integitas, kapabel, dan profesional. 

Keterbatasan kemampuan SDM dalam mengelola fungsi-fungsi administrasi, 

inventaris, dan keuangan yang memadai menyebabkan fungsi-fungsi tersebut 

tidak dapat dikelolah secara terstandar sesuai sistem yang dapat dipertanggung 

jawabkan. 

Keempat, Relasi Pemerintah Desa dengan BUM Desa. BUM Desa pada 

dasarnya bersifat otonom dan independent serta bukan menjadi sub-ordinat dari 

pemerintah desa. Hal ini ditandai dari ketentuan atas proses pendirian dan 

proses pengambilan keputusan pengelolaan BUM desa yang menggunakan 

mekanisme musyawarah masyarakat desa dan/atau rapat yang melibatkan para 

pemangku kepentingan. Tetapi kehadiran pemerintah desa untuk melakukan 

fungsi-fungsi fasilitasi, afirmasi, integrasi dan akselerasi penting diperankan 

untuk pengembangan BUM Desa.  Hanya saja praktik intevensi dan kooptasi 

pemerintah desa sebagaimana penuturan salah seorang pengelola BUM Desa 

bahwa mereka harus mempertimbangkan dan mengikuti “apa kata pemerintah 

desa” dalam pengambilan keputusan atas pengelolaan BUM Desa memang 

harus dihindari. 

Secara umum berbagai permasalahan tersebut memang telah dijelaskan 

dalam berbagai peraturan perundangan yang ada, tetapi tuntutan dan kebutuhan 

untuk menjawabnya secara lebih operasional kedalam sebuah Peraturan Daerah 

mengenai berbagai persoalan pengelolaan BUM Desa berikut mendesak untuk 

dilakukan. Misalnya soal orientasi pengembangannya, sistem permodalannya, 
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kewenangan desa atas asset desa, sistem pengelolaanya, tindak lanjut sistem 

hukumnya, sistem pengawasannya, pertanggung jawabannya, serta sistem 

pembinaan dan pendampingannya. Yang tidak kalah pentingnya juga perlu diurai 

adalah relasi antara BUM Desa dengan pemerintah desa, karena kebutuhan atas 

inisiasi dan pembinaan dari pemerintah desa untuk eksistensi BUM Desa adalah 

nyata sementara pada saat yang sama BUM Desa harus otonom, idependent, 

dan tidak boleh terkooptasi oleh pemerintah desa. 

Akhirnya penting ditegaskan, berdasarkan studi yang dilakukan terhadap 

pengelolaan BUM Desa di kabupaten Ponorogo saat ini diketahui bahwa: (1) 

keberadaan BUM Desa yang ada cenderung sebatas formalitas hanya untuk 

memenuhi tuntutan undang-undang; (2) komitmen dan partisipasi para 

pemangku kepentingan terhadap keberadaan BUM Desa masih rendah; (3) 

kewenangan desa  atas asset desa dalam rangka pengembangan BUM Desa 

perlu kejelasan; (4) orientasi pengembangan BUM Desa didominasi oleh fungsi 

bisnis dan kurang memperhatikan fungsi sosialnya; (5) sistem pengelolaan BUM 

Desa belum diselenggarakan secara professional karena keterbatasan SDM; (5) 

sistem permodalan dan pengelolaan keuangan termasuk bagi keuntungan-

kerugian perlu dipertegas; (6) sistem pengawasan dan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan BUM Desa perlu diperjelas dan terinci; dan (7) perlu ada pembinaan 

dan pendampingan secara terstruktur dan berkelanjutan.  

 

E. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN BUM DESA YANG AKAN 

DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK 

KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK 

BEBAN KEUANGAN DAERAH 

Pendirian badan usaha sebagaimana BUM Desa harus disertai upaya 

penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/kota) yang 

dapat memfasilitasi dan melindungi usaha tersebut dari ancaman persaingan 

para pemodal besar. Mengingat BUM Desa ini merupakan lembaga ekonomi 

baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat 

untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun atau peletak landasan bagi 

pendirian BUM Desa tentu adalah Pemerintah. Idealnya operasionalisasi BUM 
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Desa harus ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit 

yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan.  

Jika kelembagaan ekonomi yang ada kuat dan ditopang dengan kebijakan 

yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan 

distribusi aset kepada masyarakat desa secara luas diasumsikan akan mampu 

menanggulangi berbagai permasalahan kemiskinan dan kemandirian ekonomi di 

pedesaan. Oleh karena itu meski setiap Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM 

Desa, namun penting untuk disadari bahwa BUM Desa didirikan atas prakarsa 

masyarakat dan didasarkan pada potensi yang dapat dikembangkan dengan 

menggunakan aset desa, sumberdaya lokal, dan permintaan pasar. Dengan kata 

lain, pendirian BUM Desa bukan merupakan paket instruksional yang datang dari 

pemerintah baik pemerintah pusat, provisinsi, atau daerah. Jika pemahaman dan 

praktinya demikian, dikhawatirkan BUM Desa akan berjalan lambat dan tidak 

sesuai amanat undang-undang.  

Sesuai kedudukannya, pemerintah khususnya pemerintah kabupaten/kota 

dapat memainkan peran untuk melakukan sosialisasi dan proses penyadaran 

kepada masyarakat desa tentang arti penting BUM Desa bagi peningkatan 

kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu pemerintah kabupaten/kota juga 

dituntut perannya melalui kebijakan dalam kerangka perlindungan, pembinaan 

dan pengembangan BUM Desa.  Melalui pemerintah desa dan organ-organ 

pemerintahan yang ada, masyarakat dimotivasi, disadarkan, dan dipersiapkan 

untuk membangun kehidupannya sendiri. Selanjutnya sebagai bagian dari tugas 

pembinaan, pemerintah daerah dapat memfasilitasi berbagai bentuk pendidikan, 

pelatihan, serta pendampingan untuk memperlancar proses pendirian BUM 

Desa, pengelolaan, dan pengembangannya.  

Masih dalam kerangka pendampingan, pengelolaan BUM Desa harus 

diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itulah, masyarakat 

desa perlu dipersiapkan lebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang 

lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. 

Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup 

serta dihormati. Agenda persiapan yang tepat adalah berpusat pada sosialisasi, 

pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
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peningkatan standar hidup masyarakat desa (pemerintah desa, BPD, perngkat 

desa, tokoh masyaraka, dan ketua-ketua kelembagaan di pedesaan). Melalui 

cara demikian diharapkan keberadaan BUM Desa mampu mendorong 

dinamisasi kehidupan ekonomi di pedesaan. Peran pemerintah desa adalah 

membangun relasi dengan masyarakat untuk mewujudkan pemenuhan standar 

pelayanan minimal (SPM), sebagai bagian dari upaya pengembangan komunitas 

(development based community) desa yang lebih berdaya.  

Dari penjelasan tersebut diketahui kemungkinan dampaknya bagi 

kehidupan masyarakat maupun pemerintah. Pertama, Dampak positipnya bagi 

masyarakat. Hadirnya lembaga ekonomi yang kuat dalam suatu daerah tentunya 

akan memberi dampak yang positif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran BUM 

Desa akan memberikan peluang berkembangnya ekonomi masyarakat desa. 

Pemanfaatan potensi lokal dan terbukanya pasar tentunya akan menggerakkan 

perekonomian desa. Hadirnya BUM Desa juga dapat memberikan peluang bagi 

masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi desa. Sementara 

hadirnya perda tentang BUM Desa akan berdampak positif bagi pengembangan 

BUM Desa itu sendiri terutama dalam memberikan perlindungan bagi 

keberlangsungan BUM Desa pada masa akan datang, dimana BUM Desa akan 

berhadapan dengan usaha pemodal besar.  

Kedua, Dampak negatifnya bagi masyarakat. Dampak negatif yang 

mungkin timbul dari kehadiran dan pengaturan BUM Desa adalah terjadinya 

persaingan yang tidak sehat antara BUM Desa dengan usaha masyakat yang 

telah hadir lebih dulu. Apalagi kalua pengelola BUM Desa hanya peduli dengan 

kepentingan untuk mencari laba semata tanpa mempedulikan fungsi sosialnya. 

Karena itu sosialisasi dan perencanaan pendirian BUM Desa serta penyiapan 

masyarakat harus dilakukan secara maksimal sehingga tidak menimbulkan 

gesekan dengan usaha yang dikelola oleh masyarakat. Jika hal ini diabaikan, 

maka bukan tidak mungkin akan timbul konflik dan bisa jadi BUM Desa hanya 

akan tinggal nama. Dampak negatif lain yang akan timbul adalah kemungkinan 

adanya intervensi yang berlebihan dari pemerintah desa yang mengakibatkan 

manajemen BUM Desa tidak berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu gotong 

royang dan kesejateraan masyarakat bersama.  
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Ketiga, Dampaknya bagi pemerintah. Sebagamana lazimnya sebuah 

produk hukum, ketika sebuah peraturan termasuk peraturan daerah tentang 

BUM Desa disusun, dibahas, diundangkan, disosialisasikan, dan pada akhirnya 

dilaksanakan pasti membawa dampak baik dari aspek manfaat, anggaran, 

kelembagaan, maupun program yang menyertainya. Adanya regulasi yang jelas 

di daerah tentang BUM Desa diasumsikan dapat memperkuat  keberadaan, arah 

pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa yang menjadi factor penentu bagi 

kemandirian desa. Yaitu status desa tertinggi yang diharapkan dan sedang 

didorong oleh pemerintah desa sebagai bagian dari upaya meningkatkan 

Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari potret perkembangan BUM Desa serta 

peningkatan PADes yang dihasilkan dari BUM Desa pada gilirannya diharapkan 

dapat digunakan untuk  agenda penanggulangan kemiskinan,  pengurangan 

angka pengangguran, dan pemerataan kesejahteraan di desa.    

Pada sisi lain kehadiran perda, juga membawa implikasi adanya keharusan 

bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran sejak peraturan daerah 

disusun sampai dengan disosialisasikan. Apalagi ketika peraturan daerah 

dimaksud mulai dilaksanakan, maka muncul dampak ikutan mulai dari hadirnya 

kelembagaan baru sebagai konsekuensi dari perda tersebut, keharusan untuk 

menyediakan berbagai program sebagai bagian dari implementasi perda 

tersebut, termasuk keharusan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan 

anggaran yang dibutuhkan atas adanya kelembagaan dan program-program 

yang telah ditetapkan. 

Komitmen keterlibatan sesuai peran dan fungsinya tidak hanya dituntut dari 

pemerintah daerah tetapi juga dibutuhkan adanya komitmen dan dukungan dari 

pemerintah desa sebagai stakeholder utama dalam pendirin, pengelolaan, 

pembinaan, dan pengembangan BUM Desa. Disamping peran fasilitasi, afirmasi, 

dan integrasi atas berbagai potensi ekonomi untuk kepentingan eksistensi dan 

pengembangan BUM Desa, peran akselerasi penting dimainkan oleh pemerintah 

desa. Keberanian untuk mengalokasikan dan mendistribusikan Sebagian dari 

dana desa dalam rangka pengutan dan pengembangan BUM Desa tentu sangat 

diharapkan. 
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Kesemuanya itu implisit atau melekat bersamaan dengan diundangkannya 

suatu peraturan daerah. Kerja lanjutan sebagai dampak dari kehadiran Peraturan 

Daerah tentang BUM Desa bagi pemerintah selaku aparatur negara adalah 

upaya pemerintah untuk menjamin dan memastikan bahwa peraturan daerah 

tersebut berjalan sebagaimana seharusnya, sehingga memerlukan pula suatu 

daya paksa guna memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana 

mestinya. 
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BAB III 

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 

 

Dalam penyusunan sebuah peraturan undang-undangan hal yang harus 

diperhatikan adalah bahwa kita harus memahami betul asas-asas pembentukan 

peraturan perundang-undangan dan juga lembaga atau instansi apa saja yang 

mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu 

juga harus memahami tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, 

kemudian memahami materi muatan serta mengetahui proses pembentukan 

perundang-undangan yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, 

pengesahan dan pengundangan serta penyebarluasan ke masyarakat dengan 

tetap memperhatikan ciri-ciri hukum Indonesia yaitu adanya unsur perintah, 

adanya unsur larangan, adanya unsur kebolehan, dan ada sanksi yang tegas 

yang harus ditaati. Pengetahuan tentang tata urutan atau hierarki peraturan 

perundang-undangan sangat diperlukan agar peraturan perundang-undangan 

yang sedang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan diatasnya. 

Dalam pembentukan peraturan daerah tentang BUM Desa di Kabupaten 

Ponorogo pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari beberapa peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi serta disesuaikan dengan potensi daerah 

dalam rangka membangun dasar hukum bagi kegiatan pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pembangunan daerah terutama terkait BUM desa sebagaimana 

akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini: 
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No 

BENTUK 

PERATURAN 

PERUNDANG – UNDANGAN 

MUATAN KETENTUAN TERKAIT 

1 UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) : 

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 

- Ketentuan tersebut diatas menunjukkan bahwa 

pemerintah daerah mempunyai hak untuk membuat 

peraturan daerahnya sendiri dengan tujuan untuk 

melaksanakan tugas pemerintahan daerah tersebut 

yang diharapkan dapat mendukung secara sinergis 

program-program pemerintah daerah dengan 

memperhatikan tata urutan atau hirarki perundangan-

undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan 

yang lebih tinggi. Perda sebagaimana peraturan 

perundang-undangan yang lain harus dapat 

memberikan rasa keadilan, memberikan kepastian 

hukum dan terdapat nilai kemanfaatan apabila 

dilaksanakan. Untuk memberikan kepastian hukum 

dalam pembentukan Perda harus memenuhi syarat-

syarat tertentu antara lain konsisten dalam 

perumusan dimana dalam peraturan perundang-

undangan yang sama harus terpelihara hubungan 

sistimatik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan 

susunan dan bahasa dan adanya hubungan 

harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-

undangan yang ada.  

 

2 Undang-Undang Nomor 15 

tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan  

Pasal 1 ayat (8): 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan 

Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan 

persetujuan bersama Bupati/Walikota.  

Ketentuan tersebut diatas menegaskan bahwa 

peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Pemerintah tingkat daerah adalah dalam rangka 

mewujudkan kemandirian daerah dalam mengurus 

rumah tangga daerah itu sendiri. Dalam konteks 

otonomi daerah pada prinsipnya keberdaan 

Peraturan daerah harus dapat mendorong 

disentaralisasi secara maksimal dalam rangka 



- 67 – 

 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan 

menciptakan proses pengambilan keputusan publik 

yang lebih demokratis dan cepat. 

 

3 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 9 tahun 

2015 

Pasal 149: 

(1) DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi: 

a. pembentukan Perda Kabupaten/Kota; 

b. anggaran; dan 

c. pengawasan.  

(2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dijalankan dalam kerangka representasi 

rakyat di daerah kabupaten/kota. 

 

(3) Dalam rangka melaksanakan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD 

kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat. 

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat 

1, 2 dan 3 Undang-Undang No.23 tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah adalah merupakan 

penegasan bahwa salah satu fungsi dari Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah/ DPRD Kabupaten adalah 

membentuk rancangan peraturan daerah dimana 

dalam pembentukanya harus dapat 

mempresentasikan kepentingan masyarakat 

sehingga dalam proses pembentukanya harus 

melibatkan masyarakat . 

 

Pasal 150: 

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota 

sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf (a) 

dilaksanakan dengan cara: 

a. membahas bersama bupati/wali kota dan 

menyetujui atau tidak menyetujui rancangan 

Perda Kabupaten/Kota; 

b. mengajukan usul rancangan Perda 

Kabupaten/Kota; dan 

c. menyusun program pembentukan Perda 

Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota. 

Ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 150 huruf 

a, b dan c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah, bahwa dalam 

pembentukan peraturan daerah harus melalui 
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perencanaan yang matang dan harus dibahas secara 

menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan 

daerah dengan melihat potensi daerah yang ada dan 

dalam pembentukanya harus dibahas bersama 

dengan Bupati sebagai kepala daerah selanjutnya 

peraturan daerah yang sudah terbentuk akan 

dijadikan sebagai dasar untuk menyusun program-

program pembangunan dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Pasal 151 

(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf 

c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan 

Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 

1 (satu) tahun anggaran. 

(2) Dalam menetapkan program pembentukan 

Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota 

melakukan koordinasi dengan bupati/walikota. 

 

4 Permendagri No.120 tahun 

2018 tentang perubahan atas 

peraturan menteri dalam negeri 

no. 80 tahun 2015 tentang 

pembentukam produk hukum 

daerah 

Pasal 3: 

Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri 

atas: 

a. Perda; 

b. Perkada; 

c. dihapus; dan 

d. Peraturan DPRD. 

 

Salah satu produk hukum daerah adalah Perda yaitu 

peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh 

DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah 

yang bertujuan untuk penyelenggaraan otonomi 

daerah dan tugas pembantuan. 

 

5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa 

Pasal 1 ayat (6):  

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 

BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 

kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola 
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aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa . 

 

Pasal 87: 

(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik 

Desa yang disebut BUM Desa. 

(2) BUM Desa dikelola dengan semangat 

kekeluargaan dan kegotongroyongan. 

(3) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang 

ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Pasal 88: 

(1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui 

Musyawarah Desa. 

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan 

Desa. 

 

Pasal 89: 

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: 

(a) pengembangan usaha; dan 

(b) Pembangunan Desa, pemberdayaan 

masyarakat Desa, dan pemberian bantuan 

untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan 

sosial, dan kegiatan dana bergulir yang 

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

 

Pasal 90: 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa 

mendorong perkembangan BUM Desa dengan:  

(a) Memberikan hibah dan/atau akses permodalan; 

(b) Melakukan pendampingan teknis dan akses ke 

pasar; dan 

(c) Memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan 

sumber daya alam di Desa. 
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6 PP Nomor 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa telah 

diubah beberapa kali terakhir 

dengan PP No.11 tahun 2019. 

 

Pasal 132: 

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa. 

(2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah 

Desa dan ditetapkan dengan peraturan Desa. 

(3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari 

organisasi Pemerintahan Desa. 

(4) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:  

a. penasihat; dan  

b. pelaksana operasional. 

(5) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a dijabat secara ex-officio oleh kepala 

Desa. 

(6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) huruf b merupakan perseorangan 

yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala 

Desa. 

(7) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dilarang merangkap jabatan yang 

melaksanakan fungsi pelaksana lembaga 

Pemerintahan Desa dan lembaga 

kemasyarakatan Desa. 

 

Pasal 133: 

(1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

132 ayat (4) huruf a mempunyai tugas 

melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada pelaksana operasional dalam 

menjalankan kegiatan pengurusan dan 

pengelolaan usaha Desa. 

(2) Penasihat dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai kewenangan meminta penjelasan 

pelaksana operasional mengenai pengurusan 

dan pengelolaan usaha Desa. 

 

 

Pasal 134: 

(1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 132 ayat (4) huruf b mempunyai 

tugas mengurus dan mengelola BUM Desa 
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sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga. 

 

7 PP Nomor 47 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Atas PP 

Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa.  

 

Pasal 135: 

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB 

Desa. 

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:  

a. penyertaan modal Desa; dan  

b. penyertaan modal masyarakat Desa. 

(3) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari 

penyertaan Modal Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan 

kekayaan Desa yang dipisahkan. 

(4) Penyertaan modal Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a berasal dari 

APB Desa. 

(5) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan kepada BUM Desa yang 

disalurkan melalui APB Desa. 

 

Pasal 136: 

(1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

disepakati melalui musyawarah Desa. 

(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat 

kedudukan, maksud dan tujuan, modal, 

kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM 

Desa, organisasi pengelola, serta tata cara 

penggunaan dan pembagian keuntungan. 

(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit 

hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian personel 

organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, 

dan sumber modal. 

(4) Dihapus. 

(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 

(3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 
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Pasal 142: 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, 

pengurusan dan pengelolaan, serta pembubaran 

BUM Desa dan BUM Desa Bersama diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pembangunan desa, 

pembangunan kawasan perdesaan, dan 

pemberdayaan masyarakat Desa berkoordinasi 

dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. 

 

8 Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010 Tentang Badan Usaha 

Milik Desa.  

 

Pasal 2: 

(1) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa. 

(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sekurang-kurangnya memuat bentuk organisasi, 

kepengurusan, hak dan kewajiban, permodalan, 

bagi hasil usaha, keuntungan dan kepailitan, 

kerjasama dengan pihak ketiga, mekanisme 

pertanggung jawaban, pembinaan dan 

pengawasan masyarakat. 

 

Pasal 4: 

Pemerintah Desa membentuk BUM Desa dengan 

Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

 

Pasal 5: 

(1) Syarat pembentukan BUM Desa:  

(a) atas inisiatif pemerintah desa dan atau 

masyarakat berdasarkan musyawarah 

warga desa;  

(b) adanya potensi usaha ekonomi 

masyarakat;  

(c) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 

terutama dalam pemenuhan kebutuhan 

pokok;  

(d) tersedianya sumber daya desa yang belum 

dimanfaatkan secara optimal, terutama 

kekayaan desa;  
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(e) tersedianya sumber daya manusia yang 

mampu mengelola badan usaha sebagai 

aset penggerak perekonomian masyarakat 

desa; 

(f) adanya unit-unit usaha masyarakat yang 

merupakan kegiatan ekonomi warga 

masyarakat yang dikelola secara parsial 

dan kurang terakomodasi; dan;  

(g) untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat dan pendapatan asli desa.  

(h) mekanisme pembentukan BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui tahap: 

(a) rembug desa/musyawarah untuk 

menghasilkan kesepakatan; 

(b) kesepakatan dituangkan dalam 

AD/ART yang sekurang-kurangnya 

berisi: organisasi dan tata kerja, 

penetapan personil, sistem 

pertanggung jawaban dan pelaporan, 

bagi hasil dan kepailitan; 

(c) pengusulan materi kesepakatan 

sebagai draft peraturan desa; dan 

(d) penerbitan peraturan desa.  

 

Pasal 6: 

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari 

organisasi pemerintahan desa. 

 

Pasal 7: 

(1) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri 

atas:  

a. penasihat atau komisaris; dan 

b. pelaksana operasional atau direksi. 

(2) Penasihat atau komisaris sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh 

Kepala Desa.  

(3) Pelaksana operasional atau direksi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri atas:  
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a. direktur atau manajer; dan  

b. kepala unit usaha. 

 

Pasal 12: 

(1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5, terdiri atas jenis-jenis usaha. 

(2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi:  

a. jasa;  

b. penyaluran sembilan bahan pokok;  

c. perdagangan hasil pertanian dan/atau;  

d. industri kecil dan rumah tangga. 

(3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan dan potensi desa. 

 

Pasal 15: 

(1) Modal BUM Desa yang berasal dari pemerintah 

desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

huruf a, merupakan kekayaan desa yang 

dipisahkan.  

(2) Modal BUM Desa yang berasal dari tabungan 

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 huruf b, merupakan simpanan 

masyarakat.  

(3) Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan 

pemerintah, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dapat berupa 

dana tugas pembantuan.  

(4) Modal BUM Desa yang berasal dari pinjaman 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, 

dari pinjaman lembaga keuangan atau 

pemerintah daerah.  

(5) Modal BUM Desa yang berasal dari kerjasama 

usaha dengan pihak lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat 

diperoleh dari pihak swasta dan/atau 

masyarakat.  
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Pasal 16: 

Modal BUM Desa selain sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir 

program pemerintah dan pemerintah daerah yang 

diserahkan kepada desa dan/atau masyarakat 

melalui pemerintah desa. 

 

Pasal 17: 

Bagi hasil usaha desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih 

usaha.  

Pasal 21 

(1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan 

pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa 

kepada Kepala Desa. 

(2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban 

BUM Desa kepada BPD dalam forum 

musyawarah desa.  

 

Pasal 22: 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan 

dan menetapkan norma, standar, prosedur dan 

kriteria BUM Desa. 

(2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan 

teknis standar, prosedur, dan kriteria 

pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi 

pengembangan modal dan pembinaan 

manajemen BUM Desa di Provinsi. 

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, 

monitoring, evaluasi, upaya pengembangan 

manajemen dan sumber daya manusia serta 

prakarsa dalam permodalan yang ada di 

perdesaan. 

(4) Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan 

pengelolaan BUM Desa di wilayah kerjanya. 

 

Pasal 23: 

(1) BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk 

melalui musyawarah desa melakukan 

pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.  

(2) Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan 

pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.  
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9 Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi 

Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun 2015 Tentang Pendirian, 

Pengurusan Dan Pengelolaan, 

Dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa.  

 

Pasal 2: 

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya 

menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa 

dan/atau kerja sama antar-Desa. 

 

Pasal 4: 

(1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan 

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

(2) Desa dapat mendirikan BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

mempertimbangkan: 

a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau 

masyarakat Desa; 

b. potensi usaha ekonomi Desa; 

c. sumberdaya alam di Desa;  

d. sumberdaya manusia yang mampu 

mengelola BUM Desa; dan;  

e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa 

dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan 

Desa yang diserahkan untuk dikelola 

sebagai bagian dari usaha BUM Desa. 

 

Pasal 5: 

(1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah 

Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa. 

(2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam 

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi:  

a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi 

ekonomi dan sosial budaya masyarakat; 

b. organisasi pengelola BUM Desa;  

c. modal usaha BUM Desa; dan  

d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga BUM Desa. 
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(3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa untuk menetapkan 

Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 

 

Pasal 9: 

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari 

organisasi Pemerintahan Desa. 

 

Pasal 10: 

(1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola 

BUM Desa terdiri dari:  

a. Penasihat;  

b. Pelaksana Operasional; dan  

c. Pengawas. 

(2) Penamaan susunan kepengurusan organisasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

menggunakan penyebutan nama setempat 

yang dilandasi semangat kekeluargaan dan 

kegotongroyongan. Susunan kepengurusan 

BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui 

Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan 

dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman 

Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 

Keputusan Musyawarah Desa. 

 

Pasal 17: 

(1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB 

Desa. 

(2) Modal BUM Desa terdiri atas:  

a. penyertaan modal Desa; dan  

b. penyertaan modal masyarakat Desa. 

 

Pasal 19: 

(1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial 

(social business) sederhana yang memberikan 

pelayanan umum (serving) kepada masyarakat 

dengan memperoleh keuntungan finansial. 

(2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan 
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sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, 

meliputi: a. air minum Desa; b. usaha listrik 

Desa; c. lumbung pangan; dan d. sumber daya 

lokal dan teknologi tepat guna lainnya. 

(3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya 

lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi 

tepat guna. 

 

Pasal 26: 

(1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan 

yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi 

dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada 

pihak lain, serta penyusutan atas barang-

barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku. 

(2) Pembagian hasil usaha BUM Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga BUM Desa. 

(3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui 

sistem akuntansi sederhana. 

 

Pasal 27: 

(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi 

beban BUM Desa.  

(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi 

kerugian dengan aset dan kekayaan yang 

dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah 

Desa. 

(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat 

menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan 

yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai 

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan mengenai kepailitan. 

 

Pasal 32: 

(1) Menteri menetapkan norma, standar, prosedur 

dan kriteria BUM Desa. 

(2) Gubernur melakukan sosialisasi, bimbingan 

teknis tentang standar, prosedur, dan kriteria 

pengelolaan serta memfasilitasi akselerasi 
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pengembangan modal dan pembinaan 

manajemen BUM Desa di Provinsi. 

(3) Bupati/Walikota melakukan pembinaan, 

pemantauan dan evaluasi terhadap 

pengembangan manajemen dan sumber daya 

manusia pengelola BUM Desa. 

 

10 Permendagri Nomor 84 Tahun 

2015 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa. 

 

Pasal 6 ayat 3 huruf d: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut:  

- Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas 

sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang 

budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, 

pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan 

karang taruna.  

 

Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa dengan melihat potensi yang ada , 

maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat 

disektor ekonomi yang terencana yang harus 

dilakukan oleh kepala desa.  

 

11 Permendagri Nomor 44 tahun 

2016 

Pasal 9: 

(1) Perincian Kewenangan yang ditugaskan dari 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada 

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:  

a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;  

b. pelaksanaan Pembangunan Desa; 

c. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan;  

d. pemberdayaan masyarakat Desa. 

 

(2) Kewenangan penugasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

12 Permendagri Nomor 39 Tahun 

2010 Tentang Badan Usaha 

Milik Desa.  

 

Pasal 2: 

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara 

Pembentukan dan Pengelolaan BUM Desa. 



- 80 - 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

(4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

 

 

13 Permendagri Nomor 84 Tahun 

2015 Tentang Susunan 

Organisasi Dan Tata Kerja 

Pemerintah Desa. 

 

Pasal 6 ayat 3 huruf d: 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi 

sebagai berikut :  

Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi 

dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, 

politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, 

pemuda, olahraga, dan karang taruna.  

 

Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian 

masyarakat desa dengan melihat potensi yang ada, 

maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat 

disektor ekonomi yang terencana yang harus 

dilakukan oleh kepala desa  

 

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 113 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa. 

 

Pasal 9: 

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua 

penerimaan uang melalui rekening desa yang 

merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun 

anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

desa. 

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 ayat ( 1), terdiri atas kelompok:  

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);  

b. Transfer, dan;  

c. Pendapatan Lain-Lain.  

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:  

 

a. Hasil usaha;  

b. Hasil aset;  

c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong, 

dan;  

d. Lain-lain pendapatan asli desa.  

(4) Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf a antara lain hasil BUM Desa, 

tanah kas desa.  
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(5) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf b antara lain tambatan perahu, pasar desa, 

tempat pemandian umum, jaringan irigasi.  

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 

adalah membangun dengan kekuatan sendiri 

yang melibatkan - 6 - peran serta masyarakat 

berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.  

(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil 

pungutan desa. Pasal 10 (1) Kelompok transfer 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) 

huruf b. 

 

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa. 

 

Pasal 6 ayat 3 huruf d: 

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta 

pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 

1. pasar Desa; 

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 

3. penguatan permodalan BUM Desa; 

4.  pembibitan tanaman pangan; 

5.  penggilingan padi; 

6. lumbung Desa; 

7. pembukaan lahan pertanian; 

8. pengelolaan usaha hutan Desa; 

9. kolam ikan dan pembenihan ikan; 

10. kapal penangkap ikan; 

11. cold storage (gudang pendingin); 

12. tempat pelelangan ikan; 

13. tambak garam; 

14. kandang ternak; 

15. instalasi biogas; 

16. mesin pakan ternak; 

17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai 

kondisi Desa. 
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16 UU No.40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas. 

Pasal 7: 

(1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau 

lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam 

bahasa Indonesia. 

(2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil 

bagian saham pada saat Perseroan didirikan. 

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan. 

(4) Perseroan memperoleh status badan hukum 

pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri 

mengenai pengesahan badan hukum 

Perseroan. 

(5) Setelah Perseroan memperoleh status badan 

hukum dan pemegang saham menjadi kurang 

dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling 

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan 

tersebut pemegang saham yang bersangkutan 

wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada 

orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham 

baru kepada orang lain. 

(6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, 

pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) 

orang, pemegang saham bertanggung jawab 

secara pribadi atas segala perikatan dan 

kerugian Perseroan, dan atas permohonan 

pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri 

dapat membubarkan Perseroan tersebut. 

(7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan 

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan 

ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak 

berlaku bagi: 

a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara; atau 

b. Perseroan yang mengelola bursa efek, 

lembaga kliring dan penjaminan, lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian, dan 

lembaga lain sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang tentang Pasar Modal. 
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17 UU No.1 tahun 2013 tentang 

lembaga keuangan mikro. 

Pasal 5: 

(1) Bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 4 huruf a adalah: 

a. Koperasi, atau; 

b. Perseroan Terbatas. 

(2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, sahamnya paling sedikit 

60% (enam puluh persen) dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan 

usaha milik desa/kelurahan. 

(3) Sisa kepemilikan saham Perseroan Terbatas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 

dimiliki oleh: 

a. warga negara Indonesia; dan/atau 

b. koperasi. 

(4) Kepemilikan setiap warga negara Indonesia 

atas saham Perseroan Terbatas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) huruf a paling banyak 

sebesar 20% (dua puluh persen). 

 

18 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja.  

Pasal 109 angka 2: 

Menyatakan bahwa kewajiban mendirikan PT oleh 2 

(dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi: 

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh 

negara. 

2. Badan Usaha Milik Daerah. 

3. Badan Usaha Milik Desa . 

4. Perseroan yang menelola bursa efek, 

lembaga klering dan penjaminan, lembaga 

penyimpanan dan penyelesaian, dan 

lembaga lain sesuai dengan undang-undang 

tentang pasar modal, atau; 

5. Persero yang memenuhi kriteria untuk 

usaha mikro dan kecil. 

 

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam undang-

undang PT dimana harus didirikan oleh 2 Orang atau 

Lebih, dalam Pasal 109 Angka 2 UU Cipta Kerja dan 

Pasal 7 Ayat 1 UU PT mengatakan bahwa perseroan 

didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris 

yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. UU PT 

mengatur bahwa ketentuan pendirian PT harus 2 

orang atau lebih tidak berlaku bagi persero yang 
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seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau 

perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga 

kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan 

Undang-Undang tentang Pasar Modal. Melalui UU 

Cipta Kerja, ketentuan tersebut ditambah dengan 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha 

Milik Desa (BUM Desa) dan perseroan yang 

memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan Kecil.  

 

Pasal 117: 

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut 

BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh 

desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola 

usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan 

investasi dan produktivitas, menyediakan jasa 

pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

 

Bahwa setelah disahkanya UU No.11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja adalah merupakan langkah maju 

dimana dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 

tentang Desa, BUM Desa disebut sebagai badan 

usaha namun dalam Undang-undang Cipta Kerja 

pasal 117 tegas sekali di sebutkan bahwa Badan 

Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM 

Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 

dan atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 

memanfaatkan  aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya 

kesejahteraan masyarakat desa . 

 

18 PP No.11 tahun 2021 tentang 

Badan Usaha Milik Desa. 

Pasal 8: 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama memperoleh 

status badan hukum pada saat diterbitkannya 

sertifikat pendaftaran secara elektronik dari 

menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi 

manusia. 

(2) Dalam hal BUM Desa/BUM Desa bersama 

memiliki Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama, kedudukan badan hukum unit usaha 
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tersebut terpisah dari BUM Desa/BUM Desa 

bersama sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Pasal 26: 

Pelaksana operasional BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) 

kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai 

mampu melaksanakan tugas dengan baik selama 

masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan 

konflik kepentingan. 

 

Pasal 49: 

(1) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki 

dan/atau membentuk Unit Usaha BUM 

Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memiliki fungsi strategis serta berhubungan 

dengan hajat hidup orang banyak dan 

kesejahteraan umum, sebagian besar modal 

unit usaha tersebut harus dimiliki oleh BUM 

Desa/BUM Desa bersama. 

(3) BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki 

modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa 

bersama setelah mendapat persetujuan 

Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa. 

 

Pasal 50: 

Untuk memperoleh keuntungan finansial dan 

memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit 

Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat 

melakukan kegiatan: 

a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, 

ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, 

keterampilan, dan tata cara hidup berbasis 

kearifan lokal di masyarakat; 

b. industri pengolahan berbasis sumber daya lokal; 

c.  jaringan distribusi dan perdagangan;  

d. layanan jasa keuangan; 
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e. pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar 

termasuk pangan, elektrifikasi, sanitasi, dan 

pemukiman; 

f. perantara barang/jasa termasuk distribusi dan 

keagenan; dan  

g. kegiatan lain yang memenuhi kelayakan.  

 

Merujuk kepada ketentuan undang-undang No.4 

tahun 2007 tentang PT dan undang-undang No.1 

tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang 

mana dalam beberapa ketentuan telah diubah 

melalui undang-undang No.11 tahun 2020 tentang 

cipta kerja, maka BUM Desa dapat membentuk unit 

usaha yang berbadan hukum yang dapat berupa: 

1. PT yaitu perseroan terbatas sebagai persekutuan 

modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang 

melakukan kegiatan usaha dengan modal yang 

sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2. lembaga keuangan mikro dengan andil dari BUM 

Desa sesuai dengan ketentuan sebesar 60 % 

(enam puluh perseratus). 

 

Kedua model badan usaha tersebut dalam 

pelaksanaanya harus dilakukan berdasarkan 

perencanaan yang matang dengan melihat potensi 

desa yang bersangkutan dan harus disepakati dalam 

Musyawarah Desa dan ditetapkan melalui Peraturan 

Desa tentang BUM Desa.  

 

Kajian analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan 

BUM Desa di atas merupakan materi yang akan dapat menjadi pijakan awal 

sekaligus materi dalam menyusun Raperda BUM Desa. Memperhatikan 

berbagai aspek hukum merupakan bagian penting supaya Raperda BUM Desa 

yang akan disusun bisa menjadi Perda BUM Desa yang komprehensif sehingga 

mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kemanjuan BUM Desa 

dan masyarakat desa secara umum. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN 
SOSIOLOGIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar bernegara (staats 

fundamental norm) yang menggambarkan cita-cita sebuah Negara-Bangsa. Di 

dalamnya terdapat Dasar Negara Pancasila yang dirumuskan dan ditetapkan 

oleh para founding fathers menjadi sumber dan dasar bagi penyusunan norma-

norma hukum berupa pasal-pasal dan ayat dalam UUD 1945. Dalam Pembukaan 

UUD 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara 

Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan 

negara tersebut, berdasar undang-undang dibentuklah susunan negara dan 

penyelenggaraan pemerintahan mulai dari pusat sampai dengan daerah bahkan 

desa.  

Dalam kaitannya dengan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah, pengaturan daerah atau disebut dengan nama lain dari segi 

pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang 

menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah diatur dalam undang-undang”. Sementara itu pengakuan terhadap desa 

atau kesatuan masyarakat hukum adat di pertegas melalui ketentuan dalam 

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan meng-

hormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 

undang-undang”.  

Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan desa atau 

masyarakat adat dengan segala hak-hak tradisionalnya, kemudian dituangkan 
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ke dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Konsideran 

undang-undang tersebut menegaskan latar belakang dibuatnya undang-undang 

desa bahwa “..., desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu 

dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 

sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan 

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan 

sejahtera”. Karena itu penerbitan undang-undang desa tersebut dimaksudkan 

untuk (UU No.6; 2014): 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa 

yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) memberikan kejelasan status dan 

kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; 3) melestarikan dan 

memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa; 4) mendorong prakarsa, 

gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan 

aset desa guna kesejahteraan bersama; 5) membentuk pemerintahan desa yang 

profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; 6) 

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mem-

percepat perwujudan kesejahteraan umum; 7) meningkatkan ketahanan sosial 

budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu 

memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; 8) 

memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan 

pembangunan nasional; dan 9) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek 

pembangunan.  

Pesan kuat dapat dilihat dari pertimbangan dan tujuan pembentukan 

undang-undang desa tersebut adalah keinginan pemerintah untuk membentuk 

kelembagaan desa yang lebih maju, salah satunya dalam aspek ekonomi. Meski 

substansi mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bukanlah hal baru 

dalam peraturan tentang pemerintahan desa, BUM Desa sesungguhnya telah 

diamanatkan di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU Nomor 22 Tahun 1999) dan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, namun pada 

aspek kemandirian dan demokratis, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa memberi 
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penekanan lebih. Prinsip kemandirian dan demokratis yang dimaksud yaitu suatu 

proses pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi yang dilakukan oleh 

pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan 

ekonomi bersama dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan 

sendiri.  

Pengalaman pemerintahan desa yang ada memberi pelajaran bagi 

pengelolaan kegiatan usaha hubungannya dengan desa, yaitu perlunya satu 

pendekatan baru yang mampu menstimulasi dan menggerakan roda per-

ekonomian di pedesaan. Pendekatan baru yang dimaksud adalah pendirian dan 

pengelolaan lembaga ekonomi desa sepenuhnya dari, oleh, dan untuk 

masyarakat desa. Unit ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi 

pemerintah, tetapi didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat 

dari potensi dan peluang pasar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka 

kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan 

utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat desa.  

 

B. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis dalam kajian ini merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 

Ponorogo tentang BUM Desa, diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat desa di Kabupaten Ponorogo dalam berbagai aspeknya. Landasan 

sosiologis dalam koteks ini pada dasarnya menunjuk pada fakta empiris 

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat desa serta 

negara akan keberadaan Peraturan Daerah (Perda) BUM Desa sebagaimana 

dimaksud. Landasan sosiologis bersumber dari substansi materi yang telah 

diuraikan dalam Bab II, yang pada gilirannya akan dijadikan dasar dalam 

menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) BUM Desa akan yang dibentuk.  

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik 

dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-bangsa ini terbentuk. 

Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi 

institusi sosial yang mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting 
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(Widjaja, 2010) dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu dilindungi 

dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini 

penting dilakukan agar dapat diciptakan landasan yang kokoh dalam melak-

sanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat desa yang 

adil, makmur, dan sejahtera. 

Perkembangan perekonomian (pembangunan) desa saat ini telah 

menunjukkan (setidaknya) beberapa kemajuan, setelah sekian lama melalui 

berbagai program pemberdayaan yang dijalankan oleh pemerintah belum 

membuahkan hasil yang diinginkan. Intervensi oleh pemerintah yang terlalu 

besar diduga menjadi penyebab, sehingga setiap program baik terkait penge-

lolaan maupun pemberdayaan ekonomi desa menemui jalan buntu. Akibatnya 

dalam upaya mensejahterakan dirinya, masyarakat desa cenderung sangat 

bergantung pada pemerintah, khususnya pada program-program pemberdayaan 

ekonomi desa. Dari permasalahan inilah muncul ide dan pendekatan baru terkait 

program pengelolaan ekonomi desa berbasis lokal-kedaerahan (PKDSP, 2007), 

melalui pembentukan BUM Desa. 

BUM Desa sendiri pada dasarnya merupakan pilar baru kegiatan ekonomi 

di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan komersial 

(commercial institution). Dari perspektif sosiologis, fungsi BUM Desa sebagai 

lembaga sosial dimaksudkan agar seluruh hasil akhir kegiatan BUM Desa 

ditujukan pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan 

berbagai kebutuhan sosial dan pelayanan sosial. Sedangkan dengan konsep 

lembaga komersial, BUM Desa diorientasikan untuk mencapai keuntungan (profit 

oriented) melalui mekanisme pengelolaan potensi desa sebagai komoditas yang 

bisa diperjual belikan dan menjadi pemasukan desa. Kedua konsep ini 

berpengaruh pada proses pengelolaan usaha sehingga perlu menekankan pada 

efisiensi dan efektifitas demi tercapainya tujuan BUM Desa sebagai lembaga 

sosial maupun ekonomi desa yang mengelola potensi desa untuk kesejahteraan 

desa melalui kegiatan usaha. 
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Peningkatan perekonomian desa sebagai tujuan didirikannya BUM Desa 

diharapkan memiliki peran sentral bagi desa – baik melalui usaha masyarakat-

nya, rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak lain, membuka 

peluang dan jaringan pasar untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat, 

perbaikan pelayanan umum, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) 

(Permendesa-PDTT No.4, 2015)
 
sehingga tercipta proses pemberdayaan yang 

bermuara pada kesejahteraan desa itu sendiri. Hal ini menjelaskan bahwa dalam 

upaya meningkatkan perekonomian desa, BUM Desa tidak bisa meng-

upayakannya sendiri. Harus dikembangkan relasi dan/atau jaringan oleh BUM 

Desa, baik dengan masyarakat desa dan pihak lain – individu, organisasi dan 

institusi pemerintah – untuk merealisasikan tujuannya. Adanya relasi dan/atau 

jaringan memudahkan BUM Desa dalam mencapai tujuan tanpa harus bersusah 

payah menangani sendiri.  

Pendekatan ini setidaknya menjelaskan bahwa BUM Desa merupakan 

instrumen modal sosial (social capital) yang dimiliki desa untuk mencapai proses 

kesejahteraan sekaligus pemberdayaan masyarakat. Modal sosial yang 

dimaksud di sini adalah sebagai hubungan dengan serangkaian jaringan yang 

memiliki kesamaan nilai dan diwujudkan dalam bentuk kerjasama untuk 

mencapai tujuan bersama. Modal sosial yang diidentikkan dengan hubungan 

jaringan mengharuskan BUM Desa memiliki relasi dengan beberapa elemen 

yang ada di desa maupun luar desa baik lembaga atau organisasi dan individu 

atau masyarakat yang memiliki kesamaan nilai untuk mewujudkan tujuannya. 

Untuk itu dari perspektif sosiologis, harus diakui bahwa peran dari modal sosial 

sangat penting dalam mencapai tujuan masyarakat desa yang sejahtera melalui 

BUM Desa. 

 

C. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis dalam kaitan ini merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa Raperda tentang BUM Desa yang akan disusun 

dan diproyeksikan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi ke-

kosongan hukum dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan 

tentang BUM Desa yang telah ada, yang akan disatukan dan dilengkapi guna 
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menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis 

Raperda BUM Desa dalam hal ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan 

dengan substansi atau materi yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan sehingga perlu dibentuk Raperda BUM Desa. Beberapa persoalan 

hukum itu terutama karena peraturan yang sudah ada masih kurang memadai 

untuk menjawab berbagai permasalahan BUM Desa yang ada di lapangan. 

Landasan yuridis ini bersumber dari substansi analisa dan evaluasi hukum yang 

telah dilakukan pada Bab III, yang dijadikan dasar dalam menyusun salah satu 

konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam Raperda BUM Desa yang akan 

dibentuk.  

Berbicara tentang komitmen dan upaya pengembangan ekonomi pedesaan 

sebenarnya sudah sejak lama dinyatakan oleh Pemerintah. Hal ini bisa dilacak 

dari penetapan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, dimana pada pasal 213 ayat (1) dinyatakan bahwa “Desa dapat 

mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. 

Sebagai penjelasan dari keberadaan BUM Desa di desa, Peraturan Pemerintah 

No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 78 sampai dengan pasal 81 

menegaskan yang dimaksud dengan BUM Desa adalah usaha desa yang 

dikelola oleh pemerintah desa yang kepengurusannya terdiri dari pemerintah 

desa dan masyarakat desa.  

Penjabaran lebih operasional terkait keberadaan BUM Desa tertuang dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang BUM Desa. 

Ditegaskan pada permendagri tersebut bahwa Badan Usaha Milik Desa, 

selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh 

pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh 

pemerintah desa dan masyarakat (pasal 1 ayat 6). Terkait keberadaan BUM 

Desa, Pemerintah Kabupaten/ Kota diberi kewenangan untuk menetapkan 

Peraturan Daerah tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Desa 

(pasal 2 ayat 1 dan 2). 

Sejumlah regulasi tentang BUM Desa berikut dukungan kebijakan 

pemerintah untuk turut serta memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat 

desa melalui berbagai program pemberdayaannya, pada kenyataanya belum 
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juga membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana yang diharapkan 

bersama. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya 

berbagai program pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Salah satu faktor 

yang paling dominan adalah adanya intervensi pemerintah yang terlalu besar, 

sehingga berakibat menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa 

dalam mengelola dan menjalankan lokomotif ekonomi di pedesaan. Mekanisme 

kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada 

ketergantungan yang permanen terhadap bantuan pemerintah sehingga 

mematikan semangat kemandirian dan keberlanjutan pembangunan di 

pedesaan. 

Berdasarkan pengalaman tersebut, pendekatan baru untuk menstimulasi 

dan menggerakkan roda perekonomian desa diluncurkan dengan memberikan 

kewenangan pada desa untuk pendirian unit usaha ekonomi yang dikelola 

sepenuhnya oleh masyarakat desa, yang berasal dari masyarakat, oleh masya-

rakat, dan untuk masyarakat desa. Unit usaha ekonomi ini tidak lagi didirikan atas 

dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat 

desa dengan bertumpu pada potensi desa dan kebutuhan pasar yang ada 

ditengah masyarakat. Spirit yang menempatkan masyarakat sebagai subyek 

pembangunan desa, dengan cara mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi 

masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna 

kesejahteraan bersama melandasi ditetapkannya Undang-Undang RI No. 

6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya secara khusus mengatur tentang 

keberadaan BUM Desa. 

Payung hukum keberadaan dan tata kelola BUM Desa selanjutnya 

dijabarkan melalui Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa. 

Didalamnya dijelaskan lebih terperinci mengenai proses pendirian BUM Desa, 

siapa saja yang berhak mengelola BUM Desa, permodalan BUM Desa, jenis 

usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertangggung 

jawaban pelaporan BUM Desa diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu 

saja membawa angin segar bagi desa-desa yang selama ini sudah memiliki BUM 

Desa namun masih belum paham bagaimana mengelola BUM Desa secara 

benar. 
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Meski demikian realitas tentang pentingnya pembinaan, pendampingan, 

dan pemberdayaan oleh pemerintah daerah terkait sumber daya manusia 

pengelola, tata kelola BUM Desa, pengembangan BUM Desa, badan hukum 

BUM Desa, dan pengembangan BUM Desa bersama, termasuk didalamnya 

mensinergikan semua komponen desa dalam rangka pengembangan BUM Desa 

adalah beberapa dari sejumlah masalah pengembangan BUM Desa yang 

diaspirasikan oleh masyarakat dan membutuhkan payung hukum dari 

pemerintah daerah karena belum diatur dalam peraturan perundangan yang 

sudah ada. 

  



- 95 – 

 

Kajian Akademik Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ponorogo Tentang Bum Desa 

 
BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN 
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN 

PERATURAN DAERAH 
 

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan 

Naskah Akademik ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi 

muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Arah dari Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang BUM Desa menjadi sangat 

penting sebagai landasan dalam mengatur segala kebutuan terkait pendirian, 

pengelolaan, hingga pengembangan BUM Desa. 

BUM Desa memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi 

masyarakat desa menuju desa mandiri di wilayah Kabupaten Ponorogo. BUM 

Desa saat ini memang sudah berjalan seiring dengan kebutuhan masyarakat dan 

kemampuan para perangkat desa serta masyarakat dalam mengelola BUM Desa 

(Komisi A, 2021). Banyak potensi di desa yang bisa dikembangkan untuk 

mendirikan dan mengembangan BUM Desa. Sumberdaya alam dan manusia 

menjadi modal utama untuk mencapai desa mandiri melalui BUM Desa. Support 

dari pemerintah baik pusat, daerah, maupun desa menjadi sangat penting dalam 

pengelolaan dan pengembangan BUM Desa. 

 

B. Ketentuan Umum 

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya 

memuat hal-hal yang berkaitan dengan proses pembentukan dan penetapan 

kebijakan publik yang responsif dengan menggunakan pendekatan yang 

demokratis dan partisipatif serta transparan dan akuntabel. Untuk itu pengertian-

pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum merupakan pengertian 

dan peristilahan yang terkait dengan pelayanan publik atau kutipan dari 

peraturan Perundang-undangan yang ada. 
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Pengertian dan peristilahan dalam Raperda ini adalah sebagai berikut; 

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Pemerintah 

Republik Indonesia. 

2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Wali Kabupaten Ponorogo. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Ponorogo. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo. 

6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo yang 

membidangi tugas dan fungsi BUM Desa. 

7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Ponorogo yang membidangi tugas dan fungsi BUM Desa. 

8. Instansi terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai 

hubungan kerja dalam pengelolaan BUM Desa. 

9. Pemerintahan desa menurut Undang-Undang-Nomor-6-Tahun-2014 adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis (UUNo.6, 2014). 

12. BUM Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari berbagai unit 

usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat. 

13. Unit usaha merupakan suatu bentuk kegiatan yang mampu menghasilkan 

keuntungan. 

14. Kelompok masyarakat adalah kumpulan beberapa warga desa yang memiliki 

kesadaran bersama untuk memajukan desa melalui kegiatan unit usaha di 

BUM Desa 
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15. Badan usaha adalah badan usaha berbadan hukum maupun 

perorangan. 

16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang 

untuk melakukan penyidikan. 

17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 

cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 

Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan 

bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya. 

 

C. Materi yang Diatur dan Ruang Lingkup Muatan Materi Rancangan 

Peraturan Daerah 

Ketentuan Umum 

Ketentuan umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini berisi istilah yang 

akan digunakan dalam perda tentang BUM Desa yaitu: Pemerintah Pusat, 

Daerah, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, DPRD, Dinas, Kepala Dinas, 

Instansi terkait, Kecamatan, Camat, Desa, Pemerintah desa, Kepala desa, 

Badan permusyawaratan desa, Peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa, Kekayaan Desa, Badan Usaha Milik Desa, Permodalan BUM 

Desa, Wilayah kerja BUM Desa dan Badan Hukum BUM Desa. 

1. Materi Pengaturan  

a. Materi yang hendaknya akan diatur dalam Perda tentang BUM Desa yaitu: 

tentang Pembentukan, Pengelolaan, dan Pengembangan BUM Desa. 

Pemerintah desa dapat membentuk / mendirikan BUM Desa dalam rangka 

meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan untuk me-

numbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa. BUM Desa 

ditetapkan berdasarkan peraturan desa dengan tetap berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. BUM Desa didirikan 

berdasarkan hasil musyawarah desa dan BPD yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tersebut paling sedikit 

memuat: maksud dan tujuan; nama tempat dan kedudukan wilayah usaha; 
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asas, fungsi dan jenis usaha; permodalan; kepengurusan dan organisasi; 

kewajiban dan hak, penetapan dan penggunaan laba. BUM Desa yang 

dibentuk oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan peraturan 

bersama antar desa (BUM Desa Bersama) yang dilakukan secara 

musyawarah mufakat yang dikoordinasikan oleh camat.  

b. Organisasi BUM Desa adalah sebuah badan usaha yang berbentuk badan 

hukum yang dimiliki desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya 

merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok 

ataupun perseorangan. Secara organisatoris struktur BUM Desa terpisah 

dari struktur organisasi pemerintahan desa. BUM Desa memiliki anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga sendiri sebagai pedoman pengelolaan 

BUM Desa. Anggaran dasar sekurang-kurangnya memuat rincian nama, 

tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan 

usaha dan kepengurusan. Anggaran rumah tangga sekurang-kurangnya 

memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara 

pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis 

usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan.Anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga dapat diubah paling singkat 1 (satu) 

tahun anggaran melalui rapat pengurus. Anggaran dasar dan anggaran 

rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan 

kepada bupati melalui camat. 

c. Kepengurusan BUM Desa Pengurus BUM Desa terdiri dari penasihat dan 

pelaksana operasional. Penasihat dijabat oleh kepala desa. Pelaksana 

operasional terdiri atas manajer dan kepala unit usaha. Masa jabatan 

pelaksana operasional BUM Desa adalah 5 (lima) tahun dan dapat 

diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan 

pertimbangan dinilai mampu melaksanakan dengan baik pada masa 

jabatanya. Pelaksana operasional diangkat dan diberhentikan dengan 

keputusan kepala desa atas persetujuan BPD. 

d. Mekanisme Pengangkatan Badan Pengurus BUM Desa, persyaratan 

pengangkatan, berhenti, dan atau diberhentikannya pelaksana 

operasional BUM Desa. 
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e. Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam hal ini mengatur bahwa BUM Desa 

dapat melakukan kerjasama dengan BUM Desa lainnya dan/atau dengan 

pihak ketiga. Dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga harus 

didasarkan pada prinsip ekonomi yang saling menguntungkan kedua 

belah pihak. Dalam menjalin kerjasama antar BUM Desa dan/atau dengan 

pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan pemerintah desa. 

f. Pembubaran BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan perintah 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau apabila selama 2 

(dua) tahun berturut-turut selalu mengalami kerugian. Semua asset dan 

kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan dibagi menurut nilai nominal 

saham/keikutsertaan pihak-pihak yang terkait. Kekayaan desa yang 

tersisa pada BUM Desa yang telah dibubarkan menjadi hak milik desa dan 

harus disetor langsung ke kas desa.  

2. Pembinaan dan Pengawasan  

Pelaksana pembinaan berupa pelatihan teknis, monitoring, dan evaluasi 

terhadap manajemen BUM Desa dan pengembangannya adalah Bupati. 

Bupati melalui Organ Pemetintahan Daerah terkait melakukan fungsi 

pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM 

Desa untuk memastikan kesesuaian arah pengelolaan dan pengembangan 

nya dengan peraturan perundangan yang berlaku.  

3. Evaluasi  

Pengelolaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan BUM Desa 

harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan dan 

akseptabel. Laporan pertanggungjawaban BUM Desa disampaikan oleh 

ketua pengurus pelaksana operasional kepada pemerintah desa dan BPD 

dalam forum musyawarah desa dan disaksikan oleh camat sebagai wakil 

pemerintah kabupaten. Sementara penasehat mewakili pemerintah terus 

melakukan monitoring dan evaluasi agar BUM Desa dikelolah dan 

dikembangkan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang telah 

ditetapkan. 
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4. Pembiayaan  

Jenis Usaha, Permodalan dan Bagi Hasil Usaha, dalam hal ini mengatur 

tentang berbagai jenis usaha, sumber permodalan, dan mekanisme bagi hasil 

usaha yang dapat dilaksanakan melalui BUM Desa.  

5. Ketentuan Penutup  

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 

setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

 

D. Ketentuan Sanksi 

1. Sanksi Administratif 

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah 

tentang Badan Usaha Milik Desa ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, 

yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa: 

a. Peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali; 

b. Pemberhentian sementara kegiatan usaha; 

c. Pencabutan izin Usaha. 

Sedangkan mengenai pengaturan ten tangtata cara dan pelaksanaan sanksi 

administrasi akan diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

2. Ketentuan Pidana 

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah 

tentang Badan Usaha Milik Desa ini diancam dengan pidana kurungan 

selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 

50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Tindak pidana ini masuk dalam  

kategori pelanggaran.  

 

E. Ketentuan Peralihan 

Ketentuan peralihan dimuat dalam suatu peraturan yang baru untuk 

mengganti peraturan yang sudah ada. Fungsi dari ketentuan peralihan ini adalah 
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untuk mengatur pemindahan keadaan yang diakibatkan oleh peraturan yang 

sudah ada ke keadaan yang dikehendaki oleh peraturan yang baru menurut cara 

yang tertentu dan lancar. Pada umumnya ketentuan peralihan ini berlaku sejak 

saat ditetapkan. Ketentuan-ketentuan yang ada pada umumnya, termasuk dalam 

hukum peralihan dibagi menjadi 4 (empat) golongan yaitu: 

a. Ketentuan tentang penerapan terhadap keadaan pada waktu peraturan baru 

itu berlaku; 

b. Ketentuan tentang melakukan peraturan baru itu secara berangsur-angsur; 

c. Ketentuan tentang penyimpangan untuk sementara waktu dari peraturan 

yang baru itu; 

d. Ketentuan tentang aturan-aturan khusus bagi keadaan dan hubungan yang 

sudah ada pada saat mulai berlakunya peraturan baru. 

 

Sedangkan konsep dalam naskah akademik ini adalah selama peraturan 

pelaksanaan Peraturan Daerah tentang BUM  Desa ini belum ditetapkan, maka 

peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku. Dan semua ketentuan tentang 

hal tersebut diatas yang sudah ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah 

ini harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.  

 

F. Ketentuan Penutup 

Peraturan Bupati yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini harus 

sudah paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang 

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 
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BAB VI 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian secara ilmiah dalam bab-bab terdahulu dari Naskah 

Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Badan 

Usaha Milik Desa (BUM Desa), maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kabupaten Ponorogo 

memiliki kelayakan secara akademis. 

Melihat kajian, evaluasi, dan analisis terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan BUM Desa maka dalam 

penyusunan naskah akademik dan Raperda BUM Desa harus dilakukan secara 

teliti dan komprehensif. Pentingnya sebuah sistem pengaturan tentang BUM 

Desa yang komprehensif dari pemerintah daerah, maka dipandang perlu untuk 

disusun suatu perangkat hukum di Kabupaten Ponorogo dalam bentuk Perda 

BUM Desa 

Hasil perumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pem-

bentukan Raperda BUM Desa menjadi dasar utama dari penyusunan Raperda 

BUM Desa. Karena setiap pasal dan ayat yang terdapat dalam Raperda BUM 

Desa harus bisa menjadi payung hukum terhadap pendirian BUM Desa, 

pengelolaan BUM Desa, hingga optimasi kemajuan dan pengembangan BUM 

Desa dalam rangka menuju desa yang mandiri. 

Kajian terhadap sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah 

pengaturan, dan materi muatan dalam Raperda BUM desa menjadi sangat 

penting. BUM Desa memiliki faktor yang sangat penting sekaligus berperan 

utama dalam upaya mencapai desa mandiri. BUM Desa menjadi mesin ekonomi 

dan sumber pendapatan baru bagi desa untuk mengoptimalkan seluruh potensi 

yang ada dengan menjalankan program menuju masyarakat yang sehat, kuat, 

dan mandiri. 
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B. Saran 

Berdasarkan simpulan diatas maka disarankan/ direkomendasikan:  

1. Untuk segera disusun/ dibentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang BUM 

Desa sebagai regulasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah 

daerah dalam bidang BUM Desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi 

kemungkinan terjadinya permasalahan dalam optimasi dan pengembangan 

BUMDes untuk saat ini dan jangka panjang. 

2. Dalam menyusuan regulasi Perda BUM Desa perlu memperhatikan seluruh 

potensi sumber daya yang ada di desa, misalnya alam, sosial budaya, dan 

sumber daya manusia. 

3. Naskah Akademik ini supaya dapat digunakan sebagai dokumen awal dalam 

penyusunan Raperda tentang BUM Desa Kabupaten Ponorogo sebagai 

bentuk upaya mendorong desa menuju desa mandiri dengan masyarakat yang 

sejahtera berkemajuan.  
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